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ABSTRAK

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terus berkembang disebabkan adanya kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang semakin berkembang. Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis dan mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, serta dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Jangka waktu perlindungan rahasia dagang adalah selama rahasia dagang tersebut belum terbuka. HKI ini istimewa karena tidak memerlukan adanya pendaftaran dan tidak perlu untuk diumumkan guna mendapatkan perlindungan hukum. Berdasarkan latar belakang tersebut muncul permasalahan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dan Uniform Trade Secret Act (UTSA)  dan bagaimana penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran Rahasia Dagang di Indonesia dan Amerika Serikat.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah  Library Research dan dengan metode analisis data kualitatif.
Hasil penelitian ini adalah bahwa dari rumusan Pasal 39 ayat (1) TRIPs dapat kita ketahui bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 39 TRIPs ini diadakan dengan tujuan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan perlindungan atas persaingan usaha tidak sehat, yang diatur dalam Pasal 10bis Paris Convention (1967). Untuk keperluan penjaminan pelaksanaan perlindungan atas persaingan usaha tidak sehat inilah maka para anggota WTO diwajibkan untuk memberikan perlindungan atas informasi yang dirahasiakan tersebut, maupun atas data-data yang diserahkan kepada pemerintah atau agen pemerintah. Lingkup perlindungan Rahasia Dagang menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat utama. Sedangkan lingkup perlindungan Rahasia Dagang menurut Uniform Trade Secret Act (UTSA) diartikan sebagai informasi, termasuk di dalamnya formula, pola, kompilasi, program, alat, metode, teknik, atau proses. Mekanisme penyelesaian sengketa dalam Undang-Undang Rahasia Dagang dapat berupa Gugatan ganti rugi dan/atau Penghentian semua perbuatan. Sedangkan di Amerika Serikat dapat berupa Putusan Sela Sementara dan Tetap serta  dapat berupa Ganti Rugi.
Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum, Rahasia Dagang
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ABSTRACT

Intellectual Property Rights (IPR) continues to grow due to advances in technology and science is growing. Trade Secret is information that not publicly known in the field of technology and / or business and has economic value because it is useful in business activities, and kept confidential by the owner of trade secrets. The term of trade secret protection as long as the trade secret is not yet open. This IPR is special because it requires no registration and no need to be announced for legal protection. Based on this background, there is a question of how the legal protection of the Trade Secret has been regulated in Act No. 30 of 2000 on Trade Secrets and Uniform Trade Secret Act (UTSA) and how to resolve the dispute over the violation of Trade Secret in Indonesia and the United States.
The research method used is normative juridical with the specifications of the research is descriptive analytical. Data collection method used is Library Research and with qualitative analysis method. 

The result of this study is that from the formulation of Article 39 Paragraph (1) TRIPs we can know that the provisions stipulated in Article 39 of this TRIPs are held with the aim of ensuring the effectiveness of the implementation of the protection of unfair business competition as set forth in Article 10bis Paris Convention (1967) . For the purpose of guaranteeing the exercise of the protection of unfair business competition, the WTO members are obliged to provide protection for such confidential information, as well as to data submitted to government or government agencies. The scope of protection of Trade Secret pursuant to Law Number 30 Year 2000 includes production methods, processing methods, sales methods, or other information in the field of technology and / or business that has economic value and is not known by the main community. While the scope of protection of Trade Secret under the Uniform Trade Secret Act (UTSA) is defined as information, including formulas, patterns, compilations, programs, tools, methods, techniques or processes. The dispute resolution mechanism in the Trade Secret Act may be a Compensation and / or Termination of all deeds. Whereas in the United States may be a temporary and permanent Interim Decision and can be a compensation.

Keywords: Intellectual Property Rights, Law Protection, Trade Secret
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BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang 

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau yang disebut Intellectual Property Rights (IPR) telah menjadi perhatian yang sangat penting. Majunya bidang ilmu pengetahuan dan teknologi membawa kemajuan yang cukup signifikan bagi perkembangan bidang industri, sehingga berpengaruh pada Hak Kekayaan Intelektual (HKI). HKI sebagai basis bidang industri telah mendorong temuan-temuan baru pada bidang teknologi, juga pada proses produksi untuk industri, yang diusahakan meningkatkan kualitas produk, sehingga memenuhi standar dan dapat bersaing dengan pasar internasional.

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi memberi pengaruh yang besar terhadap masalah HKI bukan hanya sebatas objek yang menjadi kajian HKI tetapi juga sudah masuk dalam ranah perkembangan doktrin yang ada. Misalnya dengan perkembangan teknologi pembuatan micro chip atau semi konduktor, berkembang pula objek yang perlu dilindungi di bidang HKI lahirlah apa yang disebut sebagai hak topografi.
 Contoh lainnya, perkembangan rekayasa bioteknologi menyebabkan pula lahirnya kebutuhan untuk melindungi varietas tanaman. Masih banyak contoh-contoh lainnya dimana HKI ini berkembang dan mempunyai keterkaitan dengan perkembangan sebelumnya. 

HKI berkembang terus sesuai dengan keterbukaan dunia yang sangat mempengaruhi kemajuan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Keterbukaan ekonomi dunia tersebut turut mempengaruhi perkembangan hubungan internasional, baik pada lingkungan regional Asean, maupun pada lingkup global yaitu dengan negara-negara maju. Terbukti dari ditandatanganinya the Framework Agreement on Enhamching Asean Economic Cooperation dan Agreement on the Common Effective Preferential Tariff (CEPT). Langkah awal dalam mengantisipasi proses globalisasi menuju pasar bebas Asean telah terbentuk Scheme for the Free Trade Area (AFTA).

HKI merupakan hak atas suatu karya cipta, baik karya seni, teknologi, atau buah pemikiran ; yang bersifat given dan inheren pada pencipta karya tersebut serta tidak dapat dimungkiri keberadaannya. Karya seseorang harus dilindungi karena akan bermanfaat bukan hanya bagi dirinya, melainkan pula seluruh umat manusia. Karya-karya intelektual memberi kontribusi yamg besar bagi kemajuan masyarakat, termasuk di bidang ekonomi sehingga para inventor dan kreator patut untuk mendapat penghargaan melalui hak intelektualnya. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara yang pada akhirnya berpengaruh kepada kesejahteraan masyarakat.
 

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dibagi menjadi Hak Cipta dan Hak Milik Industri (Industrial Property Right). Hak Cipta meliputi hasil-hasil karya kesusastraan, musik, fotografi, dan sinematografi. Sedangkan Hak Milik Industri meliputi Paten (Patent), Desain Industri (Industrial Design), Rahasia Dagang (Trade Secret), Merek (Trade Mark), Tata Letak Sirkuit Terpadu (Integrated Circuit),  serta Perlindungan Varietas Tanaman (New Varieties of Plants Protection).

Satu di antara norma yang dikembangkan adalah upaya untuk mencegah terjadinya persaingan curang dalam praktek perdagangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, WTO Rules memperkuat ketentuan tentang pencegahan persaingan curang di bidang perdagangan sebagaimana tercantum pada Article 10 bis of the Paris Convention 1967, dengan mencantumkannya pada Article 39 of TRIPs Agreement tentang Protection of Undisclosure Information. Sejak berlakunya kesepakatan WTO pada 1 Januari 1995 negara-negara anggota WTO mulai merubah perundang-undangannya agar sesuai dengan Article 39.3 of TRIPs Agreement, tidak terkecuali Indonesia.
 

Namun sampai saat ini tidak ada suatu kaidah hukum yang bersifat global, maupun kesepakatan international secara menyeluruh atau komprehensif yang mengatur tentang “trade secret/ rahasia dagang”. Bahkan definisi tentang rumusan “trade secret/ rahasia dagang” yang diterima secara universal juga tidak ada.

Rahasia Dagang bukanlah hal yang baru bagi dunia usaha. Sejak awal abad kesembilan belas, masalah kerahasiaan, khususnya yang berhubungan dengan rahasia perusahaan, telah memperoleh perhatian yang tidak kalah pentingnya oleh pengadilan.
 Di berbagai negara, hukum melindungi berbagai macam jenis rahasia dagang dari penyalahgunaan pihak lain. Contoh umum dari konsep atau informasi yang mendapat perlindungan hukum adalah sebagai berikut:

a. Daftar pelanggan;

b. Penelitian pasar;

c. Penelitian teknis;

d. Resep masakan atau ramuan yang digunakan untuk menghasilkan sebuah produk tertentu;

e. Sistem kerja tertentu yang cukup menguntungkan;

f. Ide atau konsep yang mendasari kampanye pengiklanan atau pemasaran;

g. Informasi keuangan atau daftar harga yang menunjukkan marjin laba dari sebuah produk;

h. Sebuah cara untuk mengubah atau menghasilkan sebuah produk dengan menggunakan kimia atau mesin.

Hukum hanya melindungi informasi, konsep, atau ide dan bukan wujud nyatanya. Oleh karena itu, informasi itu tidak perlu berupa tulisan agar dianggap rahasia. Ini adalah salah satu perbedaan antara rahasia dagang dengan bentuk HKI lainnya. 

Kewajiban Indonesia untuk memberikan perlindungan atas informasi rahasia dagang berasal dari Bagian 7 Pasal 39 Perjanjian TRIPs, yang berbunyi:

1) Dalam rangka menjamin perlindungan efektif mencegah persaingan tidak sehat sebagaimana tertera dalam Pasal 10 BIS dari Konvensi Paris (1967), negara anggota harus melindungi informasi rahasia sesuai dengan Bab 2 dan data yang diserahkan pemerintah-pemerintah atau instansi pemerintah sesuai dengan Bab 3.

2) Masyarakat dan badan hukum akan dianggap mempunyai kesempatan mencegah informasi yang sah dimilikinya dari pengungkapan, perolehan, atau penggunaan oleh pihak lain tanpa izin dengan cara yang bertentangan dengan praktik perdagangan yang jujur dari informasi tersebut:

a) Bersifat rahasia, dalam arti bahwa informasi itu secara keseluruhan atau dalam penataan yang tepat dan penyusunan komponen, tidak diketahui secara umum atau mudah diperoleh orang yang biasanya berurusan dengan bidang informasi tertentu;

b) Bernilai komersial sebab sifat kerahasiaannya; serta,

c) Telah dijaga kerahasiaannya melalui langkah-langkah yang tepat sesuai dengan keadaan oleh pihak yang mempunyai kontrol atas informasi tersebut secara sah.

3) Jika penyerahan data tes rahasia atau data lain yang merupakan hasil jerih payah diperlukan sesuai dengan syarat untuk mengesahkan pengiklanan produk farmasi atau pertanian kimia yang menggunakan zat-zat kimia baru, negara anggota wajib melindungi data tersebut dari penggunaan komersial yang tidak adil. Negara anggota juga wajib melindungi data tersebut dari pengungkapan, kecuali untuk alasan melindungi masyarakat, atau kecuali jika langkah-langkah telah diambil untuk menjamin data tersebut dilindungi dari penggunaan komersial yang tidak adil. 

Rahasia Dagang (Trade Secret) diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang menjelaskan arti rahasia dagang sebagai informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

Definisi mencakup dua unsur dari hukum rahasia dagang di berbagai negara, yaitu:

1) informasi harus bersifat rahasia dan tidak diketahui umum;

2) harus ada kewajiban untuk menjaga kerahasiaan dalam arti pemilik informasi telah melindungi sifat kerahasiaan informasi tersebut.

Dasar pemikiran untuk perlindungan informasi rahasia berdasarkan perjanjian TRIPs adalah sama dengan dasar pemikiran untuk perlindungan bentuk HKI yang lain, seperti hak cipta, paten, desain atau merek. Yaitu menjamin pihak yang melakukan investasi untuk mengembangkan konsep, ide dan informasi yang bernilai komersial dan memperoleh manfaat dari investasi itu dengan memperoleh hak eksklusif untuk menggunakan konsep atau informasi, maupun untuk mencegah pihak lain menggunakan atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa izin. Perlindungan hukum atas informasi rahasia juga mendorong usaha dan pengembangan komersial dengan menjamin pihak pengusaha mengembangkan pengetahuan, konsep dan informasi yang dimilikinya, daripada hanya mencuri atau meniru karya pihak lain. 

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang mengatur tentang lingkup dari rahasia dagang yang akan dilindungi di Indonesia yakni meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. 

Jika kita perhatikan dengan cermat akan dapat kita lihat bahwa ternyata pengungkapan informasi ataupun penerimaan informasi secara tidak sah, serta pemanfaatannya yang dilakukan secara bertentangan dengan hukum, berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan persaingan usaha tidak sehat. Di Indonesia pengaturan mengenai persaingan usaha tidak sehat ini dapat kita temukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut, dikatakan bahwa yang dimaksud dengan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Dari rumusan tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dapat kita ketahui bahwa Persaingan Usaha Tidak Sehat berhubungan dengan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, yang dilakukan dengan:

a) Cara tidak jujur;

b) Melawan hukum;

c) Menghambat persaingan usaha.

Dua macam terminologi yang diberikan, yaitu cara tidak jujur dan melawan hukum memiliki aspek yuridis yang sangat kuat, serta berkaitan erat dengan ketentuan mengenai perbuatan melanggar hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (eks Pasal 1401 Burgelijk Wetboek Belanda). Sedangkan terminologi ketiga berhubungan dengan kegiatan ekonomi, yaitu dengan apa yang disebut dengan “barriers to entry”. Menghambat persaingan usaha ini memiliki makna yang luas, dan berhubungan dengan kegiatan pemasaran atau penjualan barang atau jasa, melainkan juga meliputi hal-hal yang berkaitan dengan praktek monopoli itu sendiri, baik yang berasal dari pemasok, pelanggan, pesaing dan lainnya.

Dari pengertian yang diberikan mengenai Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat kita ketahui bahwa praktek pengungkapan informasi ataupun penerimaan informasi secara tidak sah, serta pemanfaatannya yang dilakukan secara bertentangan dengan hukum hanyalah bagian kecil dari praktek persaingan usaha tidak sehat.

Meskipun keberadaan rahasia dagang bukanlah sesuatu hal yang baru, namun suatu pengakuan akan rahasia dagang sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia baru dapat terealisir pada tanggal 20 Desember 2000 dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Undang-Undang Rahasia Dagang ini dibuat dengan tujuan untuk memajukan industri nasional yang nantinya akan mampu bersaing dalam lingkup perdagangan internasional. Melalui undang-undang ini, yang memberikan perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang sebagai bagian dari sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI), diharapkan dapat tercipta iklim yang akan mendorong kreasi dan inovasi masyarakat. 

Ada dua aspek yang dapat dikemukakan sehubungan dengan pembentukan Undang-Undang Rahasia Dagang ini. Pertama, Indonesia sendiri sebenarnya telah meratifikasi Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup di dalamnya Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights including Trade in Counterfeit Goods (Persetujuan TRIPs) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Dalam salah satu ketentuan TRIPs tersebut disebutkan dengan jelas mengenai perlunya dibuat dan diatur ketentuan mengenai Rahasia Dagang. 

Aspek kedua yang mendasari pembentukan Undang-Undang Rahasia Dagang ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3817). Adanya perlindungan HKI dan khususnya Rahasia Dagang yang baik diharapkan dapat mengurangi dampak terjadinya persaingan curang atau persaingan tidak sehat. Bahkan menurut sejarah penamaannya pada saat pembahasan Undang-Undang Anti Persaingan Curang. Jadi ternyata memang pokok pemikiran lahirnya Undang-Undang tentang Rahasia Dagang tersebut di atas, sejalan dengan pokok pemikiran dalam TRIPs, yang menjadi bagian dari Perjanjian Pembentukan WTO. 

Seperti dikatakan di atas, bahwa Indonesia pada tanggal 2 November 1994, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 telah mengundangkan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Dengan ini berarti Indonesia telah membuka pintu bagi masuknya globalisasi perdagangan yang diikuti dengan proses pemberadaban (civilization) aturan-aturan main perekonomian dan perdagangan dunia ke Indonesia, termasuk TRIPs, HKI, dan Rahasia Dagang. 

Adapun di Amerika Serikat sebagai suatu bentuk negara federasi memiliki negara-negara bagian yang mempunyai hak untuk mengatur hukum positifnya sendiri. Ini berarti selama tidak diatur secara nasional (Federal), maka masing-masing negara bagian memiliki kewenangan untuk mengaturnya sendiri secara berbeda dalam satu negara bagian (State) terhadap negara bagian lainnya.

Di Amerika Serikat, berbeda dengan ketentuan mengenai Paten dan Hak Cipta yang diatur oleh hukum Federal, ketentuan mengenai Rahasia Dagang (Trade Secret) diatur dalam hukum bagian (State). Dengan prinsip ini sebenarnya masing-masing negara bagian berhak dan berwenang untuk mengaturnya secara independen dan berbeda. Walau demikian di tahun 1985, tepatnya tanggal 2 sampai dengan tanggal 9 Agustus 1985 telah diadakan Annual Conference Meeting di Minneapolis, Minnesota yang menghasilkan Uniform Trade Secret Act with 1985 Amendments (UTSA) yang diusulkan untuk dipergunakan secara seragam di seluruh negara bagian di Amerika Serikat, dengan beberapa pengubahan, tambahan atau pengurangan dimana diperlukan dengan tidak mengubah esensi UTSA itu sendiri.

Selain UTSA yang mengatur rahasia dagang sebagai hubungan perdata, di tahun 1996 oleh Pemerintah Federal Amerika Serikat telah pula diundangkan Economic Espionage Act of 1996 yang mengatur mengenai aspek pidana bagi pelanggaran rahasia dagang. Dengan demikian berarti rahasia dagang di Amerika Serikat memiliki dua aspek. Pertama adalah aspek perdata dan kedua adalah aspek pidana. Aspek perdata diatur oleh masing-masing negara bagian, dan aspek pidana diatur oleh hukum Federal secara seragam dan berlaku sama untuk semua negara bagian.

Perkembangan perlindungan terhadap Trade Secret di Amerika Serikat juga mengalami masa-masa yang penuh dengan tantangan dan pertentangan. Pada satu sisi, Pemerintah Amerika Serikat sangat mendorong ke arah keterbukaan (disclosure) atas setiap penemuan baru dalam bidang teknologi (inovasi), sehingga dengan demikian maka kesinambungan kemajuan teknologi akan terus dapat ditingkatkan dan digairahkan. Untuk keperluan itu, maka terhadap mereka yang mengumumkan penemuan mereka melalui suatu prosedur atau tata cara yang telah ditetapkan diberikan perlindungan dalam bentuk paten untuk jangka waktu tujuh belas tahun. Namun pada sisi lain sebaliknya, fakta yang menunjukkan bahwa banyaknya aplikasi paten yang ditolak, maupun yang kemudian dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan, telah mengakibatkan kerugian bagi pihak yang melakukan keterbukaan. Informasi yang dipublikasikan kepada umum dapat dimanfaatkan dengan segera oleh setiap pihak yang berkepentingan atas informasi tersebut, sedangkan pihak yang mempublikasikannya sama sekali tidak mendapat keuntungan dalam bentuk “monopoli” penggunaan informasi yang dipublikasikan tersebut.

Selain hal yang berhubungan dengan masalah teknologi, trade secret juga berhubungan dengan informasi-informasi komersial yang pada pokoknya tidak berupa suatu bentuk penemuan yang dapat dipatenkan, namun yang memberikan nilai tambah bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatannya secara komersial. Orang juga berhak untuk memberikan lisensi atas keterbukaan informasi yang dirahasiakan untuk dimanfaatkan oleh pihak lain secara komersial dengan imbalan berupa royalti. Dengan demikian masalah trade secret berkembang ke arah perjanjian antara dua pihak atau lebih atas pemanfaatan komersial informasi rahasia yang diungkapkan secara terbatas dengan imbalan berupa royalti.

Berdasarkan kebutuhan akan satu ketentuan yang komprehensif tentang perlindungan rahasia dagang inilah maka kemudian dibentuk Special Committee on the Uniform Trade Secret Act. Kerja komite inipun bukannya mudah oleh karena dalam tubuh komite itu sendiri ternyata masih adanya pertentangan konsep mengenai perlu tidaknya perlindungan akan trade secret ini. Walau demikian akhirnya pada tanggal 9 Agustus 1979, Uniform Trade Secret Act ini disetujui dan direkomendasikan untuk diundangkan pada seluruh negara bagian di Amerika Serikat. Selanjutnya pada tanggal 8 Agustus 1985, empat klausul tambahan (Section 2 (b), 3 (a), 7 and 11) disetujui juga dan direkomendasikan untuk diundangkan juga pada negara-negara bagian di Amerika Serikat.  

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa UTSA ini hanya terdiri dari 12 (dua belas) Section, yaitu:

Section 1

Definition

Section 2

Injunctive Relief

Section 3

Damages

Section 4

Attorney’s Fees

Section 5

Preservation of Secrecy

Section 6

Statute of Limitations

Section 7

Effect on Other Law

Section 8 

Uniformity of Application and Construction

Section 9

Short Title

Section 10

Severability

Section 11

Time of Taking Effect

Section 12

Repeal

Berbeda dengan merek dagang dan hak cipta yang berakar ke prinsip dasar common law, Rahasia Dagang secara relatif masih baru berkembang. Belum ada suatu kesepakatan umum bahwa Rahasia Dagang adalah suatu jenis hak milik. Sebelum the Economic Espionage Act diundangkan di tahun 1996, tidak ada suatu peraturan perundang-undangan pemerintah pusat di Amerika yang dengan tegas menghukum tindakan pencurian Rahasia Dagang sebagai tindakan kriminal. Dalam keadaan yang serba terbatas itu, pengadilan Amerika Serikat biasanya mempergunakan ketentuan mengenai larangan untuk memindahkan antar negara bagian kepemilikan informasi ekonomi atau Rahasia Dagang dicuri menurut 18 U.S.C.§ 2314, atau untuk penyingkapan informasi sebagai pelanggaran kewajiban untuk merahasiakan menurut 18 U.S.C.§ 1341 atau 1343.

Banyaknya kesulitan yang dialami dalam memajukan gugatan berdasarkan ketentuan tersebut di atas, ditambah dengan makin pentingnya peran Hak atas Kekayaan Intelektual dalam kehidupan ekonomi bangsa Amerika, pada tanggal 11 Oktober 1996 Pub.L.104-294, 110 Stat. 3489 diundangkanlah the Economic Espionage Act.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka perlu dikaji dan diteliti lebih dalam mengenai “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RAHASIA DAGANG (STUDI KOMPARATIF ANTARA INDONESIA DENGAN AMERIKA SERIKAT)”

2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

c. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dan Uniform Trade Secret Act (UTSA) ?
d. Bagaimana penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran Rahasia Dagang di Indonesia dan Amerika Serikat?
3. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang penelitian dan beberapa rumusan permasalahan yang penulis telah kemukakan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dan Uniform Trade Secret Act (UTSA).
b. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran Rahasia Dagang di Indonesia dan Amerika Serikat.
4. Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan-tujuan di atas, maka diharapkan penulis dalam pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai bagian yang tidak terpisah, yaitu: 

a. Manfaat Teoritis:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peningkatan di bidang hukum khususnya dalam kaitannya hukum perdata;

2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi peningkatan dan perkembangan hukum hak kekayaan intelektual khususnya rahasia dagang;

3. Sebagai bahan pengetahuan tambahan untuk masyarakat pada umumnya dan dipelajari oleh kalangan hukum pada khususnya.

b. Manfaat Praktis:

1. Guna mengembangkan dan membentuk pola pikir dinamis, sekaligus mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang sudah diperoleh.

2. Diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti, serta dapat digunakan sebagai upaya untuk menambah pengetahuan tentang perlindungan hukum terhadap rahasia dagang. 

5. Kerangka Pemikiran 

Bagan 1 : Kerangka Berpikir











Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sangat penting untuk memacu perekonomian yang pada akhirnya dapat berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan manusia. Dalam HKI terdapat hak eksklusif yang hanya dapat diberikan oleh seseorang yang menghasilkan suatu karya dengan kemampuan berpikirnya. Hak eksklusif yang terkandung dalam HKI adalah hak ekonomi, yaitu hak untuk mendapatkan keuntungan seperti uang atau royalti.

Berdasarkan hak tersebut, maka yang berhak untuk mengumumkan, memperbanyak, mengedarkan dan lain-lain hak yang berkaitan atau memberi persetujuan kepada pihak lain hanyalah pemilik karya tersebut. Setiap objek HKI mempunyai nilai ekonomi yang tidak sedikit bagi pemiliknya, sehingga diperlukan perlindungan hukum karena pada obyek HKI mengandung hak-hak ekonomi pemegang HKI.

Hak Kekayaan Intelektual merupakan bentuk penghargaan hasil kreativitas manusia, baik dalam bentuk penemuan-penemuan (invention) maupun hasil karya cipta dan seni (art and literary work), terutama ketika hasil kreativitas itu digunakan komersil. Berawal dari pemahaman tersebut maka perlu satu bentuk penghargaan khusus terhadap karya intelektual seseorang dan hak yang muncul dari karya itu, konsep hak kekayaan intelektual berkembang maka perlu adanya pengaturan mengenai mekanisme penghargaan khusus terhadap karya intelektual.

Trade Related Aspect of Intellectual Property Right including Trade in Counterfeit Goods (TRIPs) adalah salah satu kesepakatan perjanjian yang dihasilkan oleh Putaran Perundingan General Agreement on Tariff and Trade (GATT) Uruguay Round di Marakesh tahun 1994. Perundingan akhir Putaran Uruguay yang memuat hasil-hasil perundingan perdagangan multilateral meliputi persetujuan pembentukan World Trade Organization (WTO) yang merupakan lembaga penerus GATT. WTO dan TRIPs mengklasifikasikan skope dan keterkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual terdiri atas delapan jenis sebagaimana tercantum dalam pengaturan Part II Standart Concerning the Availability, Scope and Use of Intellectual Property Right : Section 1: Copyright and Related Rights; Section 2: Trademark; Section 3: Geographical Indications; Section 4: Industrial Designs; Section 5: Patents; Section 6: Layout-Designs (Topographies) Of Integrated Circuits; Section 7: Protection Of Undisclosed Information; Section 8: Control Of Anti-Competitive Practices In Contractual Licences.

Section 7 : Protection of Undisclosed Information mengatur mengenai perlindungan Law of Confidences. Law of Confidence adalah hukum yang berkembang sebagai suatu sistem untuk melindungi hal-hal yang dirahasiakan (Confidence).  
Segi kekhususan yang melekat pada objeknya, yaitu terutama mengenai Breach of Confidence yaitu berkaitan dengan pelanggaran kerahasiaan suatu yang dalam hal ini berupa informasi yang dirahasiakan (Undisclosed Information) atau dikenal pula dengan rahasia dagang (Trade Secret). Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, ruang lingkup rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, dan informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

Dewasa ini rahasia dagang berkembang pesat dalam kegiatan di perseroan dimana bagi perseroan rahasia dagang merupakan aset bagi keuntungan perseroan contohnya Coca-Cola, KFC, dan lain-lain. Pelaksanaan rahasia dagang dalam perseroan tidak luput dari peran pekerja yang menjalankan ataupun mengembangkannya, sehingga memungkinkan bahwa karena tanggungjawab kerjanya seorang pekerja memiliki pengetahuan mengenai rahasia dagang perseroannya tersebut misal bagian produksi, bagian Research and Development (RnD), bagian akuntansi, bagian penjualan, dan lain-lain. Berdasarkan keadaan tersebut muncul kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi milik perseroan bagi seorang pekerja yang mengetahui rahasia dagang perseroan.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan penelitian mengenai upaya-upaya yang ditempuh oleh perseroan sebagai usaha perlindungan pemilik rahasia dagang dalam kegiatan di perseroan dan perlindungan melalui perjanjian kerja selama ini, guna mengetahui bahwa perseroan telah melakukan usaha perlindungan hukum baik yang bersifat preventif dan represif dari segala bentuk kemungkinan penyalahgunaan.

a. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu/ teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan di bab tinjauan pustaka atau kalau boleh dikatakan oleh penulis merupakan ringkasan dari tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai variabel yang diteliti.

Berkaitan dengan pokok permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, beberapa konsep yang mendasari perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang di Indonesia dan Amerika Serikat.

Perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.
 Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Rahasia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang sengaja disembunyikan supaya tidak diketahui orang lain. Sedangkan, Dagang artinya pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan. Menurut Ahmad Ramli, pengertian rahasia dagang adalah segala informasi yang tidak diketahui umum dalam rangka kegiatan perdagangan, informasi yang sangat strategis sifatnya ini memiliki potensi dan secara aktual mengandung  nilai ekonomi yang tinggi karena dapat digunakan untuk alat bersaing dengan para kompetitor.

Definisi dari berbagai istilah yang akan digunakan dalam penelitian Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang (Studi Komparatif Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat) seperti dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang adalah:

1) Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh Pemilik Rahasia Dagang.

2) Hak Rahasia Dagang adalah hak atas rahasia dagang yang timbul berdasarkan Undang-Undang ini.

3) Menteri adalah Menteri yang membawahkan Departemen yang salah satu lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk Rahasia Dagang.

4) Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri.

5) Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Rahasia Dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari Rahasia Dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu. 

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang mengatur tentang lingkup rahasia dagang, yang meliputi:

a) Metode produksi;

b) Metode pengolahan;

c) Metode penjualan;

d) Informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

Pasal 2 tersebut diperjelas dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, yang mengatur sebagai berikut:

(1) Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya.

(2) Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.

(3) Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.

(4) Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut. 

Adapun pengaturan Rahasia Dagang dalam Uniform Trade Secret Act with 1985 Amendments (UTSA), pengertian Rahasia Dagang terdapat dalam Section 1 ayat (4), yaitu:

“Trade Secret” means information, including a formula, pattern, compilation, program, device, method, technique, or process, that:

(i) Derives independent economic value, actual or potential, from not being generally known to, and not being readily ascertainable by proper means by, other persons who can obtain economic value from its disclosure or use, and

(ii) Is the subject of efforts that are reasonable under the circumstances to maintain its secrecy.
b. Kerangka Teoritis

Setiap penelitian dalam rangka menyusun tesis harus disertai dengan pemikiran kerangka teoritis.
 Hal ini disebabkan adanya hubungan timbal balik antara teori dengan kegiatan-kegiatan, konstruksi data, pengolahan data dan analisis data. Kerangka teori memiliki kegunaan untuk lebih mempertajam atau mengkhususkan sistem klasifikasi data, membina struktur konsep serta mengembangkan definisi. Teori biasanya merupakan ikhtiar daripada hal-hal yang telah diketahui dan diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti dan memberikan kemungkinan mengadakan proyeksi terhadap fakta mendatang. Oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan fakta tersebut akan muncul lagi pada masa mendatang, maka teori memberi petunjuk atas kekurangan-kekurangan yang ada pada pengetahuan peneliti.

Menurut pandangan teori hukum alam, pencipta memiliki hak moral untuk menikmati hasil ciptaannya, termasuk di dalamnya keuntungan yang dihasilkan oleh intelektualnya.
 Apabila tidak ada perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual, maka dapat dipastikan bahwa akan terjadi penggunaan, peniruan, ataupun penjiplakan kreatifitas dan kerja keras pihak lain tanpa batas yang menyebabkan tidak adanya keuntungan ekonomis bagi penemu atau pemilik Hak Kekayaan Intelektual yang pada akhirnya akan mematikan kreatifitas dan menghambat kemajuan peradaban manusia.

Berkaitan dengan pokok permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini terdapat beberapa teori yang mendasari konsep perlindungan rahasia dagang, yaitu:
1) Teori Kepemilikan 

a) John Locke (1632-1704)

Menurutnya, setiap orang memiliki dirinya sendiri dan oleh karena itu memiliki apa yang ia kerjakan. Ketika seseorang bekerja, maka pekerjaan yang dilakukannya itu menyatu dengan objek yang dikerjakannya dengan demikian objek tersebut menjadi milik orang itu. Teori ini dikenal dengan “teori kepemilikan atas dasar kerja” (labor theory of property). Locke beranggapan bahwa hak perorangan atas benda sebagai kondisi alamiah manusia. 

b) Claude Frederic Bastiat (1801-1850)

Teori kepemilikan terhadap nilai suatu benda. Ia mendefinisikan benda tidak sebagai objek fisik, tetapi sebagai hubungan antar individu dalam kaitannya dengan sesuatu objek. Pada intinya, apa yang dimiliki seseorang adalah bukan objeknya melainkan nilai objek tersebut. Dalam hal ini, Bastiat jelas mengartikan “nilai” sebagai nilai pasar. Ia juga merasa perlu menegaskan bahwa nilai berbeda dengan utilitas. Dalam hubungan dengan orang lain, seseorang tidak memiliki utilitas dari sesuatu objek, tetapi nilainya dan nilai di sini merupakan taksiran resiprokal antara kedua belah pihak.

c) Oliver Wendell Holmes (1841-1935)

Menjelaskan bahwa benda memiliki dua aspek fundamental. Aspek pertama adalah penguasaan, yang dapat dipahami sebagai kendali atas sesuatu sumber daya atas dasar ketidakmampuan praktis orang lain untuk mengubah keadaan tersebut. Aspek kedua adalah hak, yang merupakan ekspektasi agar orang lain mengakui pengendalian atas sesuatu sumber daya, bahkan ketika sumber daya tersebut tidak berada dalam penguasaan seseorang tertentu.

d) Benjamin Tucker (1854-1939)

Menurutnya konstruksi benda bertujuan untuk memecahkan masalah kelangkaan. Hanya apabila sesuatu menjadi langka secara relatif terhadap keinginan manusia maka sesuatu tersebut menjadi benda. Agar sesuatu menjadi langka secara ekonomis, maka sesuatu tersebut harus memiliki eksklusifitas benda yaitu penggunaannya oleh seseorang menghalangi orang lain untuk ikut memergunakannya.

2) Teori Perlindungan Hukum

a) Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra

Bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antipatif.
 Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. 

b) Philipus M. Hadjon

Bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.
 Perlindungan hukum yang preventif untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

c) Satjipto Rahardjo

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

6. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis  berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.

Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah “suatu proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.
 Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif dalam ilmu hukum. 

Dalam penulisan hukum ini perlu menjelaskan metode-metode yang berguna dalam penelitian agar memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui. Adapun metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian yang bersifat ilmiah ini adalah sebagai berikut:
a. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif, yaitu pendekatan atau penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup:

1) Penelitian terhadap asas-asas hukum

2) Penelitian terhadap sistematika hukum

3) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal

4) Perbandingan hukum

5) Sejarah hukum

Penelitian terhadap asas-asas hukum merupakan suatu penelitian filosofis, sebab asas hukum merupakan unsur ideal dari hukum. Oleh karena itu, penelitian terhadap asas-asas hukum mungkin bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum (tertulis) tertentu dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan (umpamanya) di dalam perundang-undangan tertentu. Kalau penelitian ini dilakukan terhadap hukum tercatat maka terlebih dahulu harus dapat dirumuskan kaidah hukumnya barulah ditarik asas-asasnya.

Penelitian terhadap sistematik hukum dapat dilakukan pada perundang-undangan tertentu ataupun hukum tercatat. Tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok atau dasar dalam hukum, yakni masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek hukum.

Dalam penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal maupun horisontal, maka yang diteliti adalah sampai sejauh manakah hukum positif tertulis yang ada serasi. Hal itu dapat ditinjau secara vertikal, yakni apakah perundang-undangan yang berlaku bagi suatu bidang kehidupan tertentu tidak saling bertentangan, apabila dilihat dari sudut hierarki perundang-undangan tersebut.

Dalam penelitian hukum normatif, perbandingan hukum merupakan suatu metode. Hal itu tidak lepas dari silang pendapat dari para ahli hukum mengenai ruang lingkup perbandingan hukum tersebut. Oleh karena itu, penelitian-penelitian hukum yang menggunakan metode perbandingan biasanya merupakan penelitian sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, dan sebagainya.
 Singkatnya, perbandingan hukum merupakan metode yang hendak dipakai untuk membandingan dalam penelitian hukum.

Sebagaimana halnya dengan perbandingan hukum maka sejarah hukum dalam penelitian hukum normatif merupakan suatu metode. Sebagai cabang ilmu kenyataan maka sejarah hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan. Sebagai metode maka sejarah hukum berusaha untuk mengadakan identifikasi terhadap tahap-tahap perkembangan hukum yang dapat dipersempit ruang lingkupnya menjadi sejarah perundang-undangan. Hal yang terpenting adalah kegiatan ilmiah untuk mencoba menyusun pentahapan perkembangan hukum atau perkembangan undang-undang.

b. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan keadaan dari obyek yang diteliti dan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi data yang diperoleh itu dikumpulkan, disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.

Penelitian ini dikatakan sebagai penelitian deskriptif karena menggambarkan penelitian secara lengkap tentang ciri, keadaan, perilaku individu atau kelompok serta gejala berdasarkan fakta sebagaimana adanya. 
c. Sumber dan Jenis Data

Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.

Bahan hukum tersebut meliputi sumber-sumber hukum nasional dan internasional yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang, yang terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rahasia dagang di Indonesia antara lain adalah:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rahasia dagang di Amerika Serikat antara lain adalah:

a) Uniform Trade Secret Act with 1985 Amendments (UTSA)

b) Economic Espionage Act of 1996

2) Bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yaitu berbentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku referensi, majalah, hasil penelitian yang berkaitan dengan materi penelitian. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan-bahan hukum primer, seperti literatur-literatur atau tulisan karya ilmiah para ahli dan lain-lain.

3) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan-bahan hukum primer dan sekunder antara lain kamus-kamus, ensiklopedia, artikel majalah, koran, data print out internet.

d. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini adalah  Library Research (penelitian kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang relevan melalui membaca dan menelaah buku, artikel, jurnal, tulisan-tulisan, dan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini serta mengakses situs-situs dan website yang menyediakan informasi yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini.

e. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu proses penyusunan, mengkategorisasikan data kualitatif, mencari pola atau tema dengan maksud memahami maknanya.

Pada penyusunan penelitian hukum ini, data terutama diperoleh dari bahan pustaka dimana pengolahan, analisis dan konstruksi datanya dilaksanakan dengan cara penelitian yang menggunakan metode kualitatif yang merupakan suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif serta komparatif.

Metode analisis data dilakukan dengan cara, data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berpikir deduktif yaitu cara yang mendasar kepada hal-hal yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan pokok permasalahan tersebut.
 Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
 Kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

7. Orisinalitas Penelitian
	Penelitian Sebelumnya
	Unsur Kebaruan

	No.
	Penelitian/
Penulis
	Judul Penelitian
	Hasil Penelitian
	

	1.
	Amelia Retno Wulandari (2017, UNDIP, Semarang)
	Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Metode Penjualan Ditinjau Dari Undang-Undang Rahasia Dagang Dan Putusan Pengadilan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang dan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 543/PDT/2015/PT Semarang)
	a. Metode Penjualan merupakan objek yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

b. Pengadilan tingkat pertama dalam kasus Lunpia Express dan Lunpia Delight menyatakan bahwa metode penjualan yang dimaksud dalam gugatan tersebut bukan merupakan rahasia dagang. Sedangkan dalam pengadilan tingkat banding menyatakan bahwa metode penjualan yang dimaksud tersebut merupakan rahasia dagang dan mendapat perlindungan hukum. Sehingga dalam kasus tersebut dimenangkan oleh pihak Lunpia Express sebagai penggugat. 
	Tesis penulis dan penelitian ini memiliki kajian yang sama yaitu tentang Rahasia Dagang. 

Namun dalam penelitian Amelia Retno Wulandari hanya terfokus pada  Metode Penjualan sebagai ruang lingkup perlindungan Rahasia Dagang dalam kasus Lunpia Express dan Lunpia Delight. Sedangkan dalam penelitian yang dikaji penulis terfokus pada perlindungan hukum rahasia dagang di Indonesia yang diperbandingkan dengan perlindungan hukum rahasia dagang di Amerika Serikat. Penulis menggunakan kasus Lunpia Express dan Lunpia Delight karena merupakan kasus yang baru terjadi di Indonesia sebagai pembanding dengan kasus Solar Turbines Inc dan Jack Shearer di Amerika Serikat. 

	2.
	Himalay Taufan (2008, USU, Medan)
	Perlindungan Hukum Atas Rahasia Dagang
	a. Sistem perlindungan Rahasia Dagang memiliki ruang lingkup yang lebih luas, karena terdapat ketentuan di dalamnya bahwa pihak yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan tuntutan baik secara perdata maupun pidana. 

b. Untuk mempertahankan Rahasia Dagang pemilik atau pemegang Rahasia Dagang dapat melakukan berbagai cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Terdiri dari:

1. Membuat perjanjian tertulis

2. Membuat perjanjian kerja antara pihak perusahaan dengan karyawan.

3. Rahasia dagang harus selalu dimasukkan dalam kelompok informasi atau data yang bersifat rahasia.

4. Pihak perusahaan memuat tanda pengenal bagi semua orang untuk menghindari masuknya pihak luar ke dalam perusahaan.

5. Pihak perusahaan harus pula membuat buku masuk bagi siapa saja yang memasuki perusahaan.
	Tesis penulis dan penelitian ini memiliki fokus kajian yang sama yaitu berkaitan tentang Rahasia Dagang. 

Namun dalam penelitian Himalay Taufan masih bersifat sempit yakni hanya meneliti perlindungan hukum atas Rahasia Dagang sesuai dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Sedangkan dalam penelitian penulis terfokus pada perlindungan hukum rahasia dagang di Indonesia yang diperbandingkan dengan perlindungan hukum rahasia dagang di Amerika Serikat. Dengan meneliti pula penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran rahasia dagang di Indonesia dan Amerika Serikat.


BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Hak Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

HKI memiliki berbagai bentuk yang saling berbeda, tapi juga memiliki kemiripan tertentu. Kemiripan yang utama ialah perlindungan terhadap benda “tidak berwujud” (intangible things). Benda-benda ini disebut ‘tidak berwujud’ karena mereka merupakan gagasan, penemuan, tanda, dan informasi. Hal ini menempatkan HKI dalam posisi yang berbeda dengan hak milik atas benda ‘berwujud’ yang mana berfungsi sebagai title atas suatu objek yang berwujud/berbentuk. Sedangkan HKI, pada saat merupakan bentuk tidak berwujud juga sekaligus mengandung hak-hak yang tidak berwujud. Dengan kata lain, hak milik yang tidak berwujud dalam objek berwujud (In the other words, the intangible property is embodied in the tangible object – Bently & Sherman). Keadaan semacam ini melahirkan konsekuensi hukum.

Pada dasarnya tidak ada satu pun definisi tentang HAKI atau Intellectual Property Rights yang diterima secara umum/universal, namun beberapa definisi yang dikemukakan mengenai HAKI sebagai berikut:

a. Menurut W.R. Cornish: Traditionally “the term intellectual property” was used to refer to the rights conferred by the grant of a copying in literary, artistic, and musical works. In more recent times, however, it has been used to refer to a wide range of disparate rights, including a number of more often known as “industrial property”, such as patent and trademark.
b. Menurut David Brainbridge: Intellectual property law is that area of law which concerns legal rights assorted with creative effort or commercial reputation and goodwill.

Pemahaman tentang HKI pada masyarakat luas sangat beragam, dan tidak ada istilah baku, walaupun demikian apabila dilihat dari pendapat WIPO dalam General Information dikatakan sebagai berikut: “No international treaty defines these concepts, and the vaeious countries different form each other on several important points. It is not possible, therefore, to give universally accepted definitions of the various forms of international property”. (Geneve WIPO Publication No.400 (E), 1993).

Di dalam HKI terdapat esensi yang penting adalah adanya suatu kreatifitas (creation) yang berasal dari intelektual seseorang yang dapat mencakup bidang yang amat luas antara lain:

1) Bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra: buku, makalah, disertasi, alat peraga pendidikan, terjemahan, bunga rampai, seni lukis, patung, lagu, musik, film, cerpen, puisi, prosa, koreografi dsb, yang dalam bidang HKI akan memunculkan perlindungan yang dikenal dengan sebagai Hak Cipta (Copy Right);

2) Bidang teknologi, misalnya invensi-invensi di bidang setrika uap, AC plasma, TV Bio. Kacamata, ballpoint, power window, tanaman atau buah hasil transgenic, sekring (fuse), kompor, sampai alat perangkap tikus, yang akan memunculkan perlindungan di bidang paten;

3) Bidang-bidang yang berkaitan dengan label atau tanda yang berupa kata, huruf-huruf, angka-angka, warna, gambar yang digunakan pada produk atau jasa tertentu, yang akan dilindungi oleh hukum merek;

4) Bidang-bidang yang berkaitan dengan penampilan luar sebuah produk agar tampak estetik, aman dan nyaman dipakai, misalnya desain tas, kacamata, HP, antena, dsb yang akan dilindungi dengan UU Desain Industri;

5) Bidang yang berkaitan dengan layout design dan semi konduktor, misalnya IC hp, TV, radio, akan dilindungi dengan UU Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu/ UU Integrated Circuit (IC);

6) Bidang yang berkaitan dengan informasi di bidang teknologi dan bisnis, misalnya formula coca cola, ayam goreng tepung Kentucky, ayam goreng Mbok Berek, Nyonya Suharti dsb, akan berkaitan dengan rahasia dagang (trade secret).

Bidang lain yang walaupun bukan merupakan hasil kreatifitas intelektual seseorang secara murni, namun karena mempunyai nilai ekonomi, dapat juga dilindungi dengan HKI misalnya: persaingan usaha yang tidak sehat (unfair competition).

2. Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual

a. Pengaturan Dalam Lingkup Internasional

Berkembangnya perdagangan internasional secara bebas sangat berpengaruh pada penggunaan/pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual. Penggunaan Hak Kekayaan Intelektual melintasi batas negara-negara mulai terjadi menjelang akhir abad ke-19. Hal ini mengakibatkan perlunya perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual tidak hanya secara bilateral, tetapi juga secara multilateral atau secara global. Untuk memberikan perlindungan tersebut, maka dilakukan upaya bersama antarnegara dengan membentuk beberapa konvensi internasional sebagai berikut:

1) International Convention for the Protection of Industrial Property Right di bidang Hak Milik Perindustrian pada tahun 1883 yang ditandatangani di Paris pada tanggal 20 Maret 1883. Konvensi ini terkenal dengan sebutan Konvensi Paris (Paris Convention).

2) International Convention for the Protection of Literary and Artistic Works di bidang Hak Cipta pada tahun 1886 yang ditandatangani di Bern pada tanggal 9 September 1886. Konvensi ini terkenal dengan sebutan Konvensi Bern (Bern Convention).

b. Pengaturan Dalam Lingkup Nasional

Bidang hak kekayaan intelektual yang telah mendapat pengaturan di Indonesia adalah:

1) Merek diatur dalam UU No. 21 Tahun 1961 yang telah dicabut dengan UU No. 19 Tahun 1992 jo UU No. 14 Tahun 1997. Tahun 2001 telah dikeluarkan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang mencabut ketentuan UU Merek lama.

2) Paten diatur UU No.6 Tahun 1989 diubah dengan UU No. 13 Tahun 1997 kemudian dicabut dengan dikeluarkannya UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.

3) Hak Cipta diatur UU No. 6 Tahun 1982 sebagaimana diubah UU No.7 Tahun 1987 dan diubah lagi dengan UU No. 12 Tahun 1997, diubah lagi dengan UU No. 19 Tahun 2002, dan yang terbaru UU No.28 Tahun 2014.

4) Desain Industri diatur dengan UU No. 31 Tahun 2000.

5) Undisclosed information/ Rahasia Dagang diatur dengan UU No.30 Tahun 2000.

6) Topography Rights (Tata Letak Sirkuit Terpadu) diatur dengan UU No. 32 Tahun 2000

3. Penggolongan Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual tidak lain adalah bagian dari hak milik. Hak milik itu pada dasarnya dapat dibagi dalam dua kelompok yaitu:

b. Real property yaitu hak atas benda berwujud (misalnya berupa hak atas tanah, gedung dan kendaraan).

c. Intellectual property yaitu hak atas benda-benda tidak berwujud misalnya: hak kekayaan intelektual. Dalam hal ini seseorang harus melakukan kreatifitas tertentu agar memiliki hak. Misalnya membuat buku, lagu, program komputer, lukisan, patung, foto dsb.

Ruang lingkup HKI sangat luas, meliputi berbagai hak yang timbul dari hasil kreativitas kemampuan intelektual manusia. Secara garis besar, bidang HKI dikelompokkan menjadi dua yaitu hak cipta (copy right) yang terdiri dari hak cipta, hak yang berkaitan dengan hak cipta (neighbouring right), dan hak kekayaan perindustrian (industrial property rights) yang terdiri dari paten, model dan rancangan bangun, desain industri, merek dagang, nama dagang, indikasi geografis, perlindungan varietas baru tanaman, dan tata letak sirkuit terpadu.

B. Tinjauan Umum Mengenai Rahasia Dagang

1. Sejarah Rahasia Dagang Di Indonesia

Meskipun keberadaan rahasia dagang bukanlah sesuatu hal yang baru, namun suatu pengakuan akan rahasia dagang sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia baru dapat terealisir pada tanggal 20 Desember 2000 dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Undang-undang Rahasia Dagang ini dibuat dengan tujuan untuk memajukan industri nasional yang nantinya akan mampu bersaing dalam lingkup perdagangan internasional. Melalui undang-undang ini, yang memberikan perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang sebagai bagian dari sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI), diharapkan dapat tercipta iklim yang akan mendorong kreasi dan inovasi masyarakat. 

Ada dua aspek yang dapat dikemukakan sehubungan dengan pembentukan Undang-Undang Rahasia Dagang ini. Pertama, Indonesia sendiri sebenarnya telah meratifikasi Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup di dalamnya Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights including Trade in Counterfeit Goods (Persetujuan TRIPs) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Dalam salah satu ketentuan TRIPs tersebut disebutkan dengan jelas mengenai perlunya dibuat dan diatur ketentuan mengenai Rahasia Dagang. 

Aspek kedua yang mendasari pembentukan Undang-Undang Rahasia Dagang ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3817). Adanya perlindungan HKI dan khususnya Rahasia Dagang yang baik diharapkan dapat mengurangi dampak terjadinya persaingan curang atau persaingan tidak sehat. Bahkan menurut sejarah penamaannya pada saat pembahasan Undang-Undang Anti Persaingan Curang. Jadi ternyata memang pokok pemikiran lahirnya Undang-Undang tentang Rahasia Dagang tersebut di atas, sejalan dengan pokok pemikiran dalam TRIPs, yang menjadi bagian dari Perjanjian Pembentukan WTO. 
2. Sejarah Rahasia Dagang Di Amerika Serikat

Amerika Serikat sebagai suatu bentuk negara federasi memiliki negara-negara bagian yang mempunyai hak untuk mengatur hukum positifnya sendiri. Ini berarti selama tidak diatur secara  nasional (Federal), maka masing-masing negara bagian memiliki kewenangan untuk mengaturnya sendiri secara berbeda dalam satu negara bagian (State) terhadap negara bagian lainnya.

Di Amerika Serikat, berbeda dengan ketentuan mengenai Paten dan Hak Cipta yang diatur oleh hukum Federal, ketentuan mengenai Rahasia Dagang (Trade Secret) diatur dalam hukum bagian (State). Dengan prinsip ini sebenarnya masing-masing negara bagian berhak dan berwenang untuk mengaturnya secara independen dan berbeda. Walau demikian di tahun 1985, tepatnya tanggal 2 sampai dengan tanggal 9 Agustus 1985 telah diadakan Annual Conference Meeting di Minneapolis, Minnesota yang menghasilkan Uniform Trade Secret Act with 1985 Amendments (UTSA) yang diusulkan untuk dipergunakan secara seragam di seluruh negara bagian di Amerika Serikat, dengan beberapa pengubahan, tambahan atau pengurangan dimana diperlukan dengan tidak mengubah esensi UTSA itu sendiri.

Selain UTSA yang mengatur rahasia dagang sebagai hubungan perdata, di tahun 1996 oleh Pemerintah Federal Amerika Serikat telah pula diundangkan Economic Espionage Act of 1996 yang mengatur mengenai aspek pidana bagi pelanggaran rahasia dagang. Dengan demikian berarti rahasia dagang di Amerika Serikat memiliki dua aspek. Pertama adalah aspek perdata dan kedua adalah aspek pidana. Aspek perdata diatur oleh masing-masing negara bagian, dan aspek pidana diatur oleh hukum Federal secara seragam dan berlaku sama untuk semua negara bagian.
3. Pengaturan Rahasia Dagang Di Indonesia

Rahasia Dagang (Trade Secret) diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang menjelaskan arti rahasia dagang sebagai informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

Jika kita perhatikan rumusan yang diberikan, akan dapat kita tarik suatu bahwa pengertian Rahasia Dagang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

a. Adanya pengertian mengenai informasi;

b. Informasi tersebut merupakan informasi yang tidak diketahui oleh umum;

c. Informasi tersebut berada dalam lapangan teknologi dan/atau bisnis;

d. Informasi tersebut harus memiliki nilai ekonomis; dan

e. Informasi tersebut harus dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya.

4. Pengaturan Rahasia Dagang Di Amerika Serikat

Pada tahun 1985, tepatnya tanggal 2 sampai dengan tanggal 9 Agustus 1985 telah diadakan Annual Conference Meeting di Minneapolis, Minnesota yang menghasilkan Uniform Trade Secret Act with 1985 Amendments (UTSA). Selain UTSA yang mengatur rahasia dagang sebagai hubungan perdata, di tahun 1996 oleh Pemerintah Federal Amerika Serikat telah pula diundangkan Economic Espionage Act of 1996 yang mengatur mengenai aspek pidana bagi pelanggaran rahasia dagang. 

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa UTSA ini hanya terdiri dari 12 (dua belas) Section, yaitu:

Section 1

Definition

Section 2

Injunctive Relief

Section 3

Damages

Section 4

Attorney’s Fees

Section 5

Preservation of Secrecy

Section 6

Statute of Limitations

Section 7

Effect on Other Law

Section 8 

Uniformity of Application and Construction

Section 9

Short Title

Section 10

Severability

Section 11

Time of Taking Effect

Section 12

Repeal
5. Pengertian Dan Ruang Lingkup Rahasia Dagang

a. Pengertian Rahasia Dagang

Istilah Rahasia Dagang itu sendiri di beberapa Negara berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Istilah Rahasia Dagang dikenal secara luas dalam sistem Anglo Saxon dan dipergunakan baik dalam produk-produk hukum dan kepustakaan hukum. Sarjana-sarjana hukum terkemuka Amerika Serikat, seperti Robert Merges, Pamela Samuelson,  dan Richard M Buxbaum menggunakan istilah Rahasia Dagang meskipun telah lahir istilah baru yaitu informasi yang dirahasiakan yang diakomodasi dalam TRIPs tersebut. Di Perancis, Jerman, Jepang, dan Amerika Serikat dan banyak Negara lainnya menyatakan bahwa pengetahuan dalam bidang industry dapat merupakan suatu trade secret atau Rahasia Dagang, walaupun proses umum atau metode itu berkaitan dengan hal yang dapat dipatenkan atau secara umum dapat dikenal oleh masyarakat luas.

TRIPs dalam hal ini memberikan istilah berbeda dengan menyatakan sebagai informasi yang dirahasiakan, istilah ini pada prinsipnya merupakan pedoman dari istilah Rahasia Dagang. Dengan catatan bahwa kesepakatan GATT-WTO dalam TRIPs tampak bermaksud memperluas istilah Rahasia Dagang ini. Berbeda dengan penggunaan istilah yang digunakan dalam Sistem Hukum Amerika Serikat, Sistem Hukum Inggris memberikan istilah yang lebih mendekati terminologi yang digunakan TRIPs dengan menyebutkannya sebagai informasi rahasia (confidential information) untuk Rahasia Dagang, sedangkan hukum dan praktek pengadilan Australia justru menggunakan istilah yang sama dengan Amerika Serikat yaitu Rahasia Dagang.

Terlepas dari semua perbedaan tentang penyebutan istilah Rahasia Dagang itu sendiri, pada prinsipnya Rahasia Dagang merupakan bagian dari informasi rahasia. Informasi Rahasia adalah informasi yang tidak boleh diketahui siapa saja, kecuali petugas atau pejabat yang diberi wewenang untuk melaksanakan dan menyimpan informasi rahasia tersebut. Informasi rahasia dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis menurut pemilik atau sumbernya, yaitu:

1) Rahasia Pribadi (private secret), dimiliki seorang yang patut dirahasiakan, misalnya catatan harian pengusaha melalui sekretarisnya, kisah kehidupan pribadi masa lalu, kiat sukses dalam pemasaran.
2) Rahasia Politik (political secret), dimiliki oleh negara atau partai politik misalnya rahasia jabatan, strategi penguasaan suatu wilayah, pembatasan ruang gerak partai politik, strategi mempertahankan kekuasaan.
3) Rahasia Pertahanan dan Keamanan (defence and security secret), dimiliki negara, misalnya strategi pengembanagn militer, pembangunan pabrik senjata, pertahanan negara yang efektif, daerah kawasan militer.
4) Rahasia Dagang (trade secret), dimiliki perusahaan atau pengusaha, misalnya penemuan teknologi, proses produksi dan pemasaran, manajemen perusahaan, formula produk berkualitas, program komputer, dan komputerisasi data prospek perusahaan.
b. Ruang Lingkup Rahasia Dagang

Ada 3 (tiga) perbedaan pokok antara Rahasia Dagang dengan bentuk HKI lainnya seperti hak cipta, paten dan merek. Yaitu:

1) Bentuk HKI lain tidak bersifat rahasia. Bentuk HKI lain mendapat perlindungan karena merupakan jenis kekayaan yang dimiliki orang lain. 

2) Rahasia Dagang mendapat perlindungan meskipun tidak mengandung nilai kreativitas atau pemikiran baru. Yang terpenting, rahasia dagang tersebut tidak diketahui secara umum. Misalnya, sebuah sistem kerja yang efektif, barangkali tidak begitu kreatif, tetapi keefektifan dan kerahasiaannya menyebabkan informasi itu bernilai komersial.
3) Bentuk HKI lain selalu berupa bentuk tertentu yang dapat ditulis, digambar, atau dicatat secara persis sesuai dengan syarat pendaftaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Rahasia Dagang tidak harus tertulis. Yang penting, bukan bentuk tulisan atau pencatatan informasinya, tetapi penggunaan konsep, ide atau informasinya sendiri dapat diberikan kepada pihak lain secara lisan. Hal ini berbeda dengan hak paten dan merek.
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, ruang lingkup Rahasia Dagang melingkupi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat.

R. Mark Haligan memberikan beberapa contoh ruang lingkup Rahasia Dagang yang didasarkan pada hukum Amerika Serikat di antaranya, Informasi teknikal/ penelitian dan pengembang, informasi teknologi, informasi yang berhubungan dengan riset dan pengembangan, formula-formula, senyawa-senyawa/ bahan campuran, proses-proses, catatan-catatan, dan yang lainnya.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang

1. Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang 

Menurut pendapat Lili Rasjadi dan B. Arief Sidharta tentang fungsi hukum untuk memberikan perlindungan adalah bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya.

Adapun beberapa pendapat yang dapat dikutip sebagai patokan mengenai perlindungan hukum, yaitu:

a. Satjipto Rahardjo

Perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara megalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

b. Muchsin

Perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap batin dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

c. Hetty Hasanah

Perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.
d. Setiono

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
Salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.
 Terkait dengan masalah perlindungan terhadap rahasia dagang, negara Indonesia memberikan perlindungan secara eksklusif melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Di Amerika Serikat sendiri juga telah mengatur tentang rahasia dagang yakni dengan adanya Uniform Trade Secret Act with 1985 Amendments (UTSA).
2. Kasus-Kasus Sengketa Rahasia Dagang

a. Kasus Lunpia Express dan Lunpia Delight (Indonesia)

Kasus yang terjadi antara Lunpia Express dan Lunpia Delight ini bermula dari sistem kerja yang diterapkan di Lunpia Delight dari metode produksi (dapur), metode pengolahan maupun metode penjualan (kasir, delivery), security, driver divisi flier yang merupakan bentukan dan arahan SOP dari Lunpia Express, yang dinilai telah ditiru dengan cara mengambil alih 99% pegawai Lunpia Express dan dipekerjakan semuanya di Lunpia Delight. Salah satu contoh konkritnya adalah, penyebaran brosur Lunpia Delight yang selalu berdampingan dengan penyebaran brosur Lunpia Express. 

Mengetahui hal tersebut, bahwa Lunpia Delight yang metode produksi, metode pengolahan dan metode penjualannya meniru milik Lunpia Express, maka Lunpia Express menggugat Lunpia Delight dengan dasar gugatan telah melakukan perbuatan pelanggaran Rahasia Dagang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Pada Putusan Nomor: 148/Pdt/G/2015/PN.SMG, gugatan tersebut ditolak untuk seluruhnya dan menghukum Penggugat (Lunpia Express) untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah). Namun dalam Putusan Nomor: 543/PDT/2015/PT.SMG, majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding (Lunpia Express) untuk sebagian, menyatakan bahwa Penggugat/ Pembanding (Lunpia Express) adalah sebagai Pemilik/ Pemegang Rahasia Dagang atas Lunpia Express, menyatakan bahwa Tergugat/Terbanding (Lunpia Delight) telah melakukan pelanggaran Rahasia Dagang, menghukum Tergugat/Terbanding (Lunpia Delight) secara tanggung renteng membayar ganti kerugian immaterial kepada Penggugat/Pembanding (Lunpia Express) dengan uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), menghukum Tergugat/Terbanding (Lunpia Delight) secara tanggung renteng membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan menolak gugatan Penggugat /Pembanding (Lunpia Express) untuk bagian selebihnya. 

b. Kasus Solar Turbines, Inc dan Jack Shearer (Amerika Serikat)

Berdasarkan keterangan yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman, Jack Shearer mengakui bahwa ia telah mencuri kepemilikan rahasia dagang dari perusahaan dimana ia bekerja terdahulu, yakni Solar Turbines Inc. Solar Turbines membuat mesin atau motor turbin gas industri dan sistem pemanasan turbo untuk produksi dan transmisi minyak mentah, gas-gas alam dan produk minyak tanah, energi yang berkenaan dengan panas dan pembangkit listrik untuk aplikasi industri yang luas dan kapal ferry yang cepat.

Jack Shearer berkerja pada Solar Turbines selama 26 tahun sampai diputuskan hubungan kerjanya pada tahun 1992. Setelah Jack Shearer berhenti bekerja di Solar Turbines, ia bekerja pada Tejas Compressor Systems Inc. dan Tejas Procurement Service Inc. yang berkantor pusat di Conroe Texas. 

Jack Shearer memperoleh informasi rahasia dagang Solar Turbines dan menggunakan informasi tersebut untuk membuat suku cadang Solar Turbines melalui Tejas. Jack Shearer memperoleh informasi rahasia dagang ini melalui Jack Edward Nafus dan William Robert Humes. Tejas atas perintah Jack Shearer membayar masing-masing karyawan Solar Turbines tersebut untuk mengambil informasi rahasia dagang. 

Pada tanggal 15 Juni 2000, hakim distrik Amerika Serikat menghukum Jack Shearer dengan 54 bulan hukuman penjara dan memerintahkannya untuk membayar denda sebagai ganti kerugian. William Robert Humes dihukum 27 bulan hukuman penjara dan diperintahkan membayar denda untuk ganti kerugian. Jack Edward Nafus dihukum 21 bulan hukuman penjara, 3 tahun pembebasan bersyarat, dan wajib membayar ganti kerugian. Hukuman yang dijatuhkan ini adalah hukuman terberat yang pernah dijatuhkan dalam Spionase Ekonomi di Amerika Serikat.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang dan Uniform Trade Secret Act (UTSA) 
1. Prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang di Indonesia dan Amerika Serikat

Rahasia Dagang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Istilah HKI merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right (IPR), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan WTO (Agreement Establishing The World Trade Organization). Pengertian Intellectual Property Right sendiri adalah pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia (human right).

Sedangkan Penggolongan HKI sesuai dengan TRIP’s Agreement yang tertuang dalam Bab II Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods (TRIPs), HKI digolongkan menjadi delapan, yaitu:
a. Hak Cipta (Copyright) dan Hak-hak yang terkait lainnya;

b. Merek (Mark);

c. Indikasi Geografis (Geographical Indication);
d. Desain Produksi Industri (Industrial Design);
e. Paten (Patent);
f. Rangkaian Elektronika Terpadu (Lay Out Design of Integrated Circuit);

g. Perlindungan Rahasia Dagang (Undisclosed Information/ Trade Secret);

h. Pengendalian terhadap Praktek Persaingan Curang/Tidak Sehat (Repression Unfair Competition Practice).

Perlindungan atas informasi yang dirahasiakan diatur dalam satu pasal saja dari lampiran 1C Agreement Establishing The World Trade Organization (the Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, including Trade in Counterfeit Goods), yaitu dalam pasal 39 Section 7 tentang Protection of Undisclosed Information.
Secara lengkapnya Pasal 39 TRIPs tersebut berbunyi sebagai berikut:                                                        

Article 39

1. In the course of ensuring effective protection against unfair competition as provided in Article 10bis of the Paris Convention (1967), Members shall protect undisclosed information in accordance with paragraph 2 and data submitted to governments or governmental agencies in accordance with paragraph 3.

2. Natural and legal persons shall have the possibility of preventing information lawfully within their control from being disclosed to, acquired by, or used by others without their consent in a manner contrary to honest commercial practices so long as such information:

(a) is secret in the sense that it is not, as a body or in the precise configuration and assembly of its components, generally known among or readily accessible to persons within the circles that normally deal with the kind of information in question;

(b)  has commercial value because it is secret; and

(c) has been subject to reasonable steps under the circumstances, by the person lawfully in control of the information, to keep it secret.

3.  Members, when requiring, as a condition of approving the marketing of pharmaceutical or of agricultural chemical products which utilize new chemical entities, the submission of undisclosed test or other data, the origination of which involves a considerable effort, shall protect such data against unfair commercial use. In addition, Members shall protect such data against disclosure, except where necessary to protect the public, or unless steps are taken to ensure that the data are protected against unfair commercial use.

Dari rumusan Pasal 39 ayat (1) TRIPs dapat kita ketahui bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 39 TRIPs ini diadakan dengan tujuan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan perlindungan atas persaingan usaha tidak sehat, yang diatur dalam Pasal 10bis Paris Convention (1967). Untuk keperluan penjaminan pelaksanaan perlindungan atas persaingan usaha tidak sehat inilah maka para anggota WTO diwajibkan untuk memberikan perlindungan atas informasi yang dirahasiakan tersebut, maupun atas data-data yang diserahkan kepada pemerintah atau agen pemerintah.

Pasal 10bis Paris Convention berbunyi sebagai berikut:

(1) The countries of the Union are bound to assure to nationals of such countries effective protection against unfair competition.

(2) Any act of competition contrary to honest practices in industrial or commercial matters constitutes an act of unfair competition.

(3) The following in particular shall be prohibited:

(i) all acts of such a nature as to create confusion by any means whatever with the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor;

(ii) false allegations in the course of trade of such a nature as to discredit the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor;

(iii) indications or allegations the use of which in the course of trade is liable to mislead the public as to the nature, the manufacturing process, the characteristics, the suitability for their purpose, or the quantity, of the goods.

Pasal 39 ayat (2) TRIPs mengatur mengenai hak bagi orang perorangan ataupun badan atas perlindungan terhadap informasi yang ada pada diri mereka, yang tidak diungkapkan oleh mereka, yang diperoleh atau dipergunakan oleh pihak lain secara tidak sah atau tidak jujur tanpa persetujuannya menurut cara yang bertentangan dengan praktek usaha yang jujur, selama dan sepanjang:

a. informasi tersebut memang bersifat rahasia, dengan pengertian bahwa informasi tersebut bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah diketahui atau diperoleh oleh orang dalam suatu rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan informasi rahasia yang persoalkan;
b. memiliki nilai komersial karena kerahasiaannya;
c. pihak yang memiliki informasi rahasia tersebut telah mengambil upaya yang wajar untuk melindungi informasi tersebut dari keterbukaan.

Sedangkan ketentuan Pasal 39 ayat (3) TRIPs berhubungan dengan masalah pengungkapan informasi rahasia yang diharuskan untuk disampaikan kepada Pemerintah atau agen pemerintah sehubungan dengan izin perdagangan produk farmasi atau pertanian. Dalam hal demikian maka negara anggota WTO harus memberikan perlindungan atas informasi rahasia yang disampaikan tersebut dari praktek perdagangan tidak sehat.
Dari penjelasan tersebut dapat kita lihat bahwa TRIPs hanya memberikan aturan yang sangat umum mengenai perlindungan atas informasi dirahasiakan atau rahasia dagang. Satu-satunya ketentuan yang jelas adalah makna “undisclosed information” yang dielaborasi dengan cukup terperinci dalam Pasal 39 ayat (2) TRIPs. Pasal 10bis Paris Convention yang dirujuk oleh Pasal 39 ayat (1) TRIPs pun ternyata tidak memberikan pengaturan yang jelas terhadap rahasia dagang. Yang jelas, menurut ketentuan dalam TRIPs tersebut, kewajiban yang dibebankan kepada negara anggota WTO untuk melindungi rahasia dagang adalah dengan maksud agar dapat dihindari adanya praktek perdagangan tidak sehat, dengan cara mencuri ataupun memperoleh informasi rahasia secara tidak benar, ataupun dengan cara memanfaatkannya untuk kepentingan perdagangan.
Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis dan mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, serta dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Jangka waktu perlindungan rahasia dagang adalah selama rahasia dagang tersebut belum terbuka. HKI ini istimewa karena tidak perlu didaftarkan dan tidak perlu diumumkan untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Informasi yang dimiliki oleh perusahaan pada dasarnya pasti dirahasiakan, tetapi ada juga informasi tersebut yang dengan sendirinya menjadi pengetahuan umum (common knowledge). Guna menentukan kualitas suatu informasi, apakah rahasia ataupun bukan, serta memiliki nilai ekonomi sehingga perlu dilindungi, maka bisa diuji dengan melihat empat kriteria berikut, yaitu
:

1. Apakah dengan terbukanya informasi itu mengakibatkan pemiliknya memperoleh kerugian.
2. Pemilik informasi tersebut yakin bahwa informasinya itu mempunyai nilai yang perlu dirahasiakan dan tidak semua orang memilikinya.
3. Pemilik informasi tersebut mempunyai alasan tertentu atas kerugiannya ataupun keyakinan kerahasiaan informasi tersebut.
4. Rahasia dagang tersebut mempunyai kekhususan dan bermula secara khusus dari atau dalam praktek perdagangan dan perindustrian.
Prakteknya banyak perusahaan yang tidak menyadari bahwa sebenarnya perusahaannya memiliki informasi yang tergolong Rahasia Dagang yang sebenarnya mempunyai nilai komersial dan menjadi dasar keuntungan kompetitif yang perlu untuk dilindungi. Dalam pengaturan di Indonesia yakni berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang menyebutkan informasi yang tergolong sebagai Rahasia Dagang adalah metode produksi; metode pengolahan; metode penjualan; atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Dalam prakteknya pengertian dari metode-metode atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dapat berupa sebagai berikut
: 
a. Berkaitan dengan teknologi organis

b. Berkaitan dengan teknologi canggih

c. Berkaitan dengan metode dagang/ bisnis

d. Berkaitan dengan daftar langganan

e. Berkaitan dengan pengetahuan bisnis

James Pooley, menjelaskan bahwa rencana perlindungan rahasia dagang harus didasarkan pada empat prinsip-prinsip yakni inventaris, kesederhanaan, tanggung jawab, dan Pemeriksaan Kembali.
 Pertama Prinsip Inventaris, perseroan yang melakukan penginventarisan informasi dengan baik sebagai upaya perlindungan dapat dianggap bahwa perseroan tersebut mengetahui nilai dan ancaman yang dapat timbul dari informasi perseroan, berdasar analisis costbenefit sebagai usaha menciptakan keunggulan kompetitif perseroan. Sehingga berdasarkan hal tersebut merencanakan dan melaksanakan langkah-langkah keamanan informasi yang wajar untuk menjaga kerahasiaan tersebut.

Kedua prinsip kesederhanaan adalah ciri dari program-program yang paling sukses. Program keamanan informasi tidak boleh memberatkan secara berlebihan bagi pekerja, dan tidak harus rumit karena pekerja cenderung menjadi bingung oleh itu atau mengabaikan hal itu sepenuhnya. Secara umum, sebuah perseroan harus berusaha untuk mengklasifikasikan informasi dalam tidak lebih dari tiga kategori: Unclassified, Confidential atau (Company Name) Propietary, dan Highly Confidential atau Restriced. Unclassified, kategori untuk informasi yang dapat dibagi dengan orang di luar perseroan bahkan tidak ada kewajiban kerahasiaan; Confidential atau (Company Name) Propietary, Kategori untuk informasi yang dapat diungkapkan kepada orang-orang di luar perseroan hanya jika mereka tunduk terhadap kewajiban kerahasiaan; dan Highly Confidential atau Restricted kategori informasi yang mungkin tidak akan dibagi dengan siapa pun di luar perseroan absen persetujuan dari manajemen.

Ketiga prinsip tanggung jawab berarti bahwa ada orang tertentu bertanggung jawab untuk pelaksanaan setiap aspek dari program perlindungan. Ini adalah bagian dari tanggungjawab pekerjaan orang tersebut untuk mendorong dan mengukur kepatuhan oleh semua orang yang terlibat, untuk melaporkan kembali pada kepatuhan dan efektivitas, dan untuk menyarankan perbaikan.

Keempat prinsip pemeriksaan kembali, berarti meneliti efektivitas program perlindungan rahasia dgaang secara teratur untuk memastikan bahwa itu berfungsi sebagaimana dimaksud. Memiliki program perlindungan dengan baik penting untuk menunjukkan bahwa perseroan telah membuat upaya yang wajar untuk melindungi kerahasiaan informasi tersebut.

Penilaian upaya perlindungan yang ditempuh oleh perseroan dapat diketahui melalui Kebijakan perseroan yang diberlakukan. Karena kebijakan perseroan merupakan perwujudan dari aturan-aturan yang dibentuk perseroan yang diperuntukan kepada semua pihak yang berada di lokasi dimana Rahasia Dagang perseroan dilindungi dan wajib bagi semua pihak bagi pekerja ataupun umum (semua pihak yang karena kepentingannya berada di lokasi perlindungan rahasia dagang perseroan) untuk menaati aturan tersebut sehingga apabila terjadi pelanggaran atasnya perseroan akan melakukan tindakan sesuai ketentuan perseroan dan perundang-undangan.

Pengadilan Amerika Serikat, yang telah menjadikan rencana perlindungan perseroan sebagai tolok ukur adanya usaha-usaha Perseroan untuk melindungi rahasia dagang dengan wajar rencana perlindungan perseroan.

UU No. 30 Tahun 2000 menganut prinsip originality seperti pada hak cipta, bukan prinsip novelty yang dianut pada paten. Prinsip originality ini dianut pula dalam The Restatement, yang menentukan bahwa untuk mendapat perlindungan hukum, informasi itu tidak perlu baru tetapi harus merupakan ide asli dari orang yang mengakui sebagai pemilik informasi, bukan dari tiruan dari buah pikiran orang lain.  Selain itu informasi tersebut harus benar-benar rahasia dan merupakan suatu proses atau alat yang digunakan terus menerus untuk menjalankan dan meningkatkan usahanya.   Oleh karena itu menurut Rahmi Jened, ada kemungkinan rahasia dagang seseorang akan sama dengan orang lain disebabkan unsur kebetulan.
Lingkup substansi informasi yang dirahasiakan dalam UU No. 30 Tahun 2000 dibatasi hanya pada kegiatan usaha yang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis.  Suatu Informasi rahasia meskipun pengertiannya meliputi juga  rahasia pribadi  (privacy)  dan  rahasia pemerintah  (government secrecy) sebagaimana berlaku di Inggris bukan merupakan rahasia dagang.   Dalam  Article 39 TRIPs  tidak menentukan secara tegas lingkup bidang undisclosed information.  Akan tetapi dalam paragraph 1 secara limitatif mewajibkan perlindungan informasi yang dirahasiakan terhadap persaingan tidak jujur dalam praktek-praktek komersial yang jujur, oleh karena itu dapat diinterpretasi bahwa pengaturan informasi dalam Undisclosed information adalah merupakan informasi yang berada dalam lingkup dunia perdagangan. Ini berarti lingkup substansi rahasia dagang dalam UU No. 30 Tahun 2000 lebih luas dari TRIPs, yakni meliputi bidang perdagangan dan teknologi.  Hal ini sesuai dengan prinsip Standar Minimum dalam TRIPs bahwa pengaturan perlindungan hukum domestik anggota peserta, minimal harus sama dengan TRIPs dan boleh lebih luas tetapi tidak boleh lebih rendah, tergantung dari kebijakan negara anggota peserta.  
2. Pengalihan Rahasia Dagang
Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang tidak ada ketentuan yang menjelaskan secara rinci tentang istilah pemegang hak. Namun jika dianalogikan dengan hak-hak kekayaan intelektual lainnya, pemegang hak atas rahasia dagang diartikan sebagai pemilik rahasia dagang atau pihak lain yang menerima hak dari pemilik.
Jika kita mencoba mengkaitkan makna yang tersurat dalam Undang-Undang Hak Cipta (yang membedakan Pencipta dari Pemegang Hak Cipta) dan Undang-Undang Paten (yang membedakan Penemu dari Pemegang Paten), tampaknya Undang-Undang Rahasia Dagang ini juga membedakan antara Pemilik Rahasia Dagang dari Pemegang Rahasia Dagang, berdasarkan pada originator Rahasia Dagang tersebut. Hal ini akan tampak lebih lanjut dalam rumusan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Rahasia Dagang yang mengakui dimungkinkannya akan terjadinya peralihan Hak Rahasia Dagang, yang dapat dilakukan atau terjadi melalui:

a. Pewarisan;

b. Hibah;

c. Wasiat;

d. Perjanjian tertulis; atau

e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan peraturan perundang-undangan (yang dalam hal ini diberikan contoh oleh Penjelasan Pasal 5 ayat (1) tersebut dalam bentuk putusan pengadilan).

Dari pengertian tersebut di atas, dapat kita katakan bahwa Pemilik Rahasia Dagang adalah penemu atau originator dari informasi-informasi yang dirahasiakan tersebut, yang disebut dengan Rahasia Dagang. Sedangkan Pemegang Rahasia Dagang adalah Pemilik Rahasia Dagang dan pihak-pihak yang memperoleh hak lebih lanjut dari Pemilik Rahasia Dagang, yang terjadi sebagai akibat berlakunya ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Rahasia Dagang.
Jika kita lihat hak-hak yang melekat pada Pemegang Rahasia Dagang, pada prinsipnya hak-hak yang melekat pada Pemegang Rahasia Dagang tidak jauh berbeda dari hak-hak yang dimiliki oleh Pemilik Rahasia Dagang. Dalam ketentuan Pasal 7 dan Penjelasan Pasal 7 yang “sempat” mempertukarkan kata Pemegang Rahasia Dagang pada Pasal 7 dan Pemilik Rahasia Dagang pada Penjelasan Pasal 7. Persamaan hak ini dapat terjadi, sejalan dengan terjadinya hal-hal yang menyebabkan peralihan tersebut. Hal yang disebutkan dalam huruf a dari lima sebab pengalihan Hak Rahasia Dagang, yang terjadi demi hukum sebagai akibat meninggalnya pihak Pemilik Rahasia Dagang, jelas mengakibatkan beralihnya secara hukum semua hak-hak dan kewajiban yang melekat pada Rahasia Dagang tersebut, dari Pewaris (Pemilik Rahasia Dagang) kepada ahli warisnya. 
Dua hal lain, yang dinyatakan dalam huruf b dan c meskipun juga bersifat murni individual bagi Pemilik Rahasia Dagang, namun pengalihannya tidak demi hukum mengakibatkan terjadinya pengalihan atas seluruh hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang melekat pada Rahasia Dagang yang dimiliki oleh Pemilik Rahasia Dagang. Wasiat atau Hibah memungkinkan terjadinya limitasi dalam pengalihan Hak Rahasia Dagang dengan segala konsekuensi hukumnya.
Dua hal selanjutnya yang disebutkan dalam huruf d dan e lebih memungkinkan lagi untuk hanya diserahkannya sebagian Hak Rahasia Dagang, dalam arti bahwa dimungkinkan terjadinya pembatasan Hak Rahasia Dagang atas dasar kesepakatan maupun atas kewenangan Pengadilan untuk memutuskannya. Khusus untuk huruf d, sesuai dengan definisi yang diberikan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Rahasia Dagang tentang Lisensi yang berbunyi:
Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Rahasia Dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Rahasia Dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.
Pengalihan Hak Rahasia Dagang yang bersifat limitatif tersebut, haruslah bukan pengalihan yang bersifat pemberian hak untuk memakai atau menggunakan Rahasia Dagang selama waktu tertentu. Atau kata lain proses pengalihan Hak Rahasia Dagang yang bersifat limitatif tersebut tidaklah boleh mencantumkan klausula “time constraint”. Jadi yang mungkin terjadi adalah bentuk-bentuk jual beli, tukar menukar dan perjanjian lain yang bersifat final dalam arti tidak dibatasi oleh waktu.
Satu hal lain yang perlu diperhatikan dan dicatat sehubungan dengan pengalihan Hak Rahasia Dagang ini, adalah bahwa pengalihan tersebut baru akan memiliki kekuatan hukum atau daya ikat bagi pihak ketiga selama dan setelah pengalihan tersebut dicatatkan pada Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual dan diumumkan dalam Berita Resmi Rahasia Dagang. Hal ini nantinya akan berkaitan erat dengan masalah pembuktian, khususnya jika terdapat perselisihan sehubungan dengan pengungkapan, penggunaan atau pemakaian Rahasia Dagang “secara tidak berhak”, atau dalam arti kata telah terjadi pelanggaran atas Rahasia Dagang. Sampai seberapa jauh suatu upaya untuk melindungi informasi yang dirahasiakan dianggap telah ditempuh oleh penerima pengalihan Hak Rahasia Dagang.
Oleh karena adanya keperluan untuk melakukan pencatatan dan pengumuman, maka sudah selayaknyalah jika pengalihan Rahasia Dagang “wajib” untuk dibuat secara tertulis. Ini berarti perjanjian pengalihan Rahasia Dagang adalah perjanjian yang bersifat formil, oleh karena empat sebab lain yang mengakibatkan beralihnya Rahasia Dagang demi hukum sudah berbentuk tertulis.

3. Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang
Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik rahasia dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu rahasia dagang yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.
Pemegang hak rahasia dagang berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan hukum seperti:

a. Menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya.
b. Memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Pemegang hak rahasia dagang berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kecuali jika diperjanjikan lain. Dengan tidak mengurangi ketentuan bahwa pemegang hak rahasia dagang tetap dapat melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud di atas.
Perjanjian lisensi wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya sebagaimana diatur dalam undang-undang. Yang “wajib dicatatkan” pada Direktorat Jenderal HKI hanyalah mengenai data yang bersifat administratif dari perjanjian lisensi dan tidak mencakup substansi rahasia dagang yang diperjanjikan.
Perjanjian lisensi rahasia dagang yang tidak dicatatkan pada Direktorat Jenderal tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Perjanjian lisensi juga diumumkan dalam berita rahasia dagang dan dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal demikian Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian Lisensi.
4. Perbandingan Perlindungan Rahasia Dagang di Indonesia dan Amerika Serikat
	No.
	Indikator Pembeda
	Indonesia
	Amerika Serikat

	1.
	Pengertian
	Pasal 1 Angka 1 UURD:

“Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang”
	Section 1 (4) UTSA:

“Trade Secret” is information , including a formula, pattern, compilation, program, device, method, technique, or process, that:

(i) derives independent economic value, actual or potential, from not being generally known to, and not being readily ascertainable by proper means by, other persons who can obtain economic value from its disclosure or use, and

(ii) is the subject of efforts that are reasonable under the circumstances to maintain its secrecy.



	2.
	Subyek Hukum
	Tidak ada pengaturan tentang pengertian pemilik rahasia dagang dan pemegang rahasia dagang.
	Section 1 (3) UTSA:

“Person” means a natural person, corporation, business trust, estate, trust, partnership, association, joint venture, government, governmental subdivision or agency, or any other legal or commercial entity.



	3.
	Pelanggaran Rahasia Dagang
	Pasal 13 UURD:

“Pelanggaran Rahasia Dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan.”

Pasal 14 UURD:

“Seseorang dianggap melanggar Rahasia Dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dalam Pasal 14 tidak merumuskan kata “dengan sengaja”.

	Section 1 (2) UTSA:

“Misappropriation” means:
(i) Acquisition of a trade secret of another by a person who khows or has reason to know that the trade secret was acquired by improper means; or
(ii) Disclosure or use of a trade secret of another without express or implied consent by a person who:

(A) Used improper means to acquire knowledge of the trade secret; or
(B) At the time of disclosure or use, knew or had reason to know that his knowledge of the trade secret was

(I)  Derived from or through a person who had utilized improper means to acquire it;
(II) Acquired under circumstances giving rise to a duty to maintain its secrecy or limit its use;or 

(III) Derived from or through a person who owed a duty to the person seeking relief to maintain its secrecy or limit its use; or

(C) Before a material change of his (or her) position, knew or had reason to know that it was a trade secret and that knowledge of it had been acquired by accident or mistake.


	4.
	Ganti Rugi
	Pasal 17 UURD:

5. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
6. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan delik aduan.
(Harusnya menggunakan ganti rugi bukan denda, karena diberikan kepada pihak yang memenangkan perkara. Sedangkan denda diberikan kepada negara)
	Section 2 UTSA:

(a) Actual or threatened misappropriation may be enjoined. Upon application to the court, an injunction may be continued for an additional reasonable period of time in order to eliminate commercial advantage that otherwise would be derived from the misappropriation.

(b) In exceptional circumstances, an injunction may condition future use upon payment of a reasonable royalty for no longer than the period of time for which use could have been prohibited. Exceptional circumstances include, but are not limited to a materiel and prejudicial change of position prior to acquiring knowledge or reason to know of misappropriation that renders a prohibitive injunction inequitable.

(c) In appropriate circumstances, affirmative acts to protect a trade secret may be compelled by court order.



	5. 
	Kerugian
	Tidak ada pengaturan.
	Section 3 UTSA:

Damages

(a) Except to the extent that a material and prejudicial change of position prior to acquiring knowledge or reason to know of misappropriation renders a monetary recovery inequitable, a complainant is entitled to recover damages for misappropriation. Damages can include both the actual loss caused by misappropriation an the unjust enrichment caused by misappropriation that is not taken into account in computing actual loss. In lieu of damages measured by any other method, the damages caused by misappropriation may be measured by imposition of liability for a reasonable royalty for misappropriator’s unauthorized disclosure or use of a trade secret.

(b) If willful and malicious misappropriation exists, the court may award exemplary damages in an amount not exceeding twice any award made under subsection (a).


5. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang

Hukum Rahasia Dagang terbentuk dari berbagai kasus yang memiliki elemen kontrak, kejujuran kekayaan, kewajiban berdasarkan kepercayaan dan itikad baik.
 Jika kita menyimak pertimbangan hukum dibentuknya UU Rahasia Dagang (UURD), ada 2 alasan mengapa Indonesia perlu memiliki UU yang khusus mengatur dan melindungi hak Rahasia Dagang, yaitu:

a. Untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup  perdagangan nasional dan internasional perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang sebagai bagian dari sistem hak kekayaan intelektual.
b. Untuk memenuhi tuntutan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup Agreement of Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs) yang telah diratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 1994. 

Jadi jelas bahwa dibentuk dan diundangkannya UURD dalam rangka mencapai tujuan adalah sebagai berikut:

1) Memajukan industri di Indonesia;

2) Menumbuhkembangkan invensi-invensi baru yang dapat memajukan industri tersebut;

3) Melindungi kepentingan hukum terhadap invensi, terutama invensi baru;

4) Menjamin kepastian hukum bagi invensi tidak ada pelanggara terhadap hak Rahasia Dagang miliknya.

Penerapan dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang secara komprehensif sebenarnya telah terjadi sebelum berlakunya pengaturan dan praktek perlindungan Rahasia Dagang melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Pengelompokan istilah Rahasia Dagang ke dalam HKI dalam instrumen hukum nasional mulai muncul pada tahun 1997, ketika pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1997 tentang Waralaba. Dalam penjelasan Pasal 1 Angka 1 PP tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Hak atas Kekayaan Intelektual meliputi antara lain Merek, Nama Dagang, Logo, Desain, Hak Cipta, Rahasia Dagang dan Paten.
Ketentuan lain yang secara eksplisit memasukkan Rahasia Dagang sebagai salah satu bagian dalam HKI adalah Pasal 50b UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Ketentuan ini telah semakin mengukuhkan kedudukan Rahasia Dagang sebagai suatu bentuk hak eksklusif, bahkan hak yang dikecualikan dari objek yang termasuk larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, walaupun ketentuan tersebut belum dapat menjawab substansi pengaturan perlindungan Rahasia Dagang secara terperinci sebelum lahirnya UU No. 30 Tahun 2000 yang mengatur Rahasia Dagang secara khusus.
Pengelompokkan Rahasia Dagang ke dalam HKI memberikan konsekuensi yuridis, dimana Rahasia Dagang kini memiliki perlindungan yang sifatnya lebih permanen dan spesifik melalui UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Apabila sebelumnya pelanggaran terhadap hal yang berkaitan dengan Rahasia Dagang akan berhadapan dengan pasal-pasal yang sifatnya agak luas seperti ketentuan pidana dan perdata pada umumnya, maka selanjutnya pada saat diundangkannya UU No. 30 Tahun 2000 para pelanggar akan berhadapan dengan suatu aturan perundang-undangan yang sifatnya lebih spesifik dalam UU ini.
Dalam kepustakaan dikenal dua macam sistem (stelsel) pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yaitu sistem konstitutif (atributif) dan sistem deklaratif. Dalam sistem konstitutif, diperolehnya hak melalui pendaftaran, artinya hak eksklusif atas sesuatu HKI diberikan karena adanya pendaftaran (required by registration). Dengan ungkapan lain, pada sistem konstitutif pendaftaran merupakan hal yang mutlak dilakukan, sehingga bila tidak didaftar otomatis tidak mendapatkan perlindungan hukum. Sistem ini dianut pada hak paten, merek, dan desain industri.
Sedangkan pada sistem deklaratif, pendaftaran bukan merupakan suatu keharusan. Pendaftaran hanya untuk pembuktian, bahwa pendaftaran itu bukan untuk menertibkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan hukum (rechtsvermoeden) atau presumption iuris yaitu bahwa pihak yang haknya terdaftar adalah pihak yang berhak atas hak tersebut dan sebagai pemakai pertama atas hak yang didaftarkan.
Untuk mendapat perlindungan rahasia dagang tidak perlu diajukan pendaftaran, karena undang-undang secara langsung melindungi rahasia dagang tersebut apabila informasi tersebut bersifat rahasia , mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya. Yang dimaksud upaya-upaya sebagaimana mestinya adalah semua langkah yang memuat ukuran kewajaran, kelayakan, dan kepatutan yang harus dilakukan. Misalnya, di dalam suatu perusahaan harus ada prosedur baku berdasarkan praktik umum yang berlaku di tempat-tempat lain dan/atau yang dituangkan ke dalam ketentuan internal perusahaan itu sendiri. Demikian pula dalam ketentuan internal perusahaan dapat ditetapkan bagaimana Rahasia Dagang itu dijaga dan siapa yang bertanggungjawab atas kerahasiaan itu.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yang terdiri dari 11 (sebelas) Bab dan 19 (sembilan belas) pasal ini mengatur pengertian atau definisi dari Rahasia Dagang dalam rumusan angka 1 Pasal 1, dengan rumusan sebagai berikut:
“Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang”.

Jika kita perhatikan rumusan yang diberikan oleh undang-undang, akan dapat kita tarik suatu kesimpulan bahwa pengertian Rahasia Dagang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

a. Adanya pengertian mengenai informasi;

Undang-undang Rahasia Dagang sama sekali tidak memberikan definisi atau pengertian tentang informasi. Dengan demikian maka apakah ini berarti pengertian informasi harus dapat kita cari dari pengertian yang seumumnya. Apakah dengan ini pula berarti informasi yang dimaksud di sini tidak hanya merupakan informasi dalam bentuk yang tertulis melainkan juga informasi lisan.
Jika kita lihat pengaturan yang diberikan di Amerika Serikat dan pembatasan dalam pengertian disebutkan dalam huruf e di atas khususnya yang berkaitan dengan kewajiban penjagaan informasi dan bukti keberadaan informasi yang berharga, dapat kita katakana bahwa informasi yang dimaksudkan di sini adalah informasi yang bersifat tertulis.

b. Informasi tersebut merupakan informasi yang tidak diketahui oleh umum;

Undang-undang Rahasia Dagang juga tidak memberikan pengertian dan tidak diketahui oleh umum. Rumusan Pasal 2 Undang-undang Rahasia Dagang inipun hanya mengulang kembali definisi yang diberikan di atas. Jika kit abaca lebih lanjut rumusan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 ini bahkan cenderung memperluas limitasi yang diberikan dalam pengertian Rahasia Dagang tersebut. Adapun rumusan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Rahasia Dagang adalah sebagai berikut:

Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.

Jika kita baca rumusan Pasal 3 ayat (2) tersebut dapat kita lihat bahwa rumusan tersebut memang tidak diawali dengan maksud untuk memberikan pengertian tentang “tidak diketahui oleh umum”, melainkan memberikan rumusan “dianggap bersifat rahasia”, dengan penjelasan bahwa yang dianggap bersifat rahasia tersebut adalah informasi yang hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. Rumusan inipun tidak memberikan suatu pengertian yang khusus. Suatu penafsiran implisit tidak dapat diberikan hanya dengan makna bahwa informasi yang dianggap bersifat rahasia tersebut hanyalah dipergunakan secara terbatas untuk menjalanakan kegiatan usahanya, dan bersifat spesifik untuk kegiatan usaha tersebut. Jika kita mengambil penafsiran secara a’contrario dengan mengacu pada ketentuan tentang Paten, yang mewajibkan pengumuman informasi-informasi sehingga menjadi informasi umum, maka kriteria-kriteria tentang informasi umum yang dirumuskan dalam Undang-Undang Paten dapat diterapkan di sini dapat dipakai untuk merumuskan pengertian informasi yang tidak diketahui secara umum oleh masyarakat, yaitu yang tidak telah dipublikasikan.
Meskipun kita dapat mengambil pengertian informasi umum dari ketentuan Undang-Undang Paten, namun harus diingat sifat kerahasiaan Rahasia Dagang ini adalah permanen dan tidak dapat atau dengan cara apapun diakhiri. Paten meskipun mengandung unsur kerahasiaan, kerahasiaan tersebut hanyalah bersifat temporer, dan harus diungkapkan sepenuhnya kepada publik, jika penemu paten atau pemegang paten bermaksud untuk memperoleh perlindungan atas rahasia yang diungkapkan tersebut.
Hal kedua yang juga harus diperhatikan adalah paten memberikan perlindungan terhadap produk dan proses. Selanjutnya jika kita berpijak pada sifat kerahasiaan yang “untuk seterusnya” bersifat rahasia ini, maka yang jelas rahasia dagang ini hanya dapat meliputi suatu proses yang dapat berupa sistem, prosedur, tata cara atau formula, termasuk alat yang dipakai dalam proses tersebut dan bukan suatu produk yang dihasilkan. Hal ini disebabkan oleh karena produk yang dihasilkan tidak mungkin dirahasiakan. Oleh karena itu maka jelaslah mengapa dalam rumusan Pasal 2 Undang-Undang Rahasia Dagang dikatakan bahwa lingkup perlindungan Rahasia Dagang yang diberikan melingkupi metode produksi, metode pengolahan, dan metode penjualan.
Hal ketiga yang harus diperhatikan juga adalah perlunya untuk mempertimbangkan hal-hal berikut ini:

1) Sampai seberapa jauh informasi tersebut diketahui oleh orang-orang di luar bidang usaha tersebut;

2) Sampai seberapa jauh informasi tersebut diketahui oleh karyawan atau pihak lain yang berhubungan dengan bidang usaha tersebut;
3) Sampai seberapa jauh usaha telah dilakukan oleh perusahaan untuk menjaga kerahasiaan informasi yang dirahasiakan tersebut;
4) Nilai komersial informasi tersebut bagi perusahaan maupun kompetitornya;
5) Besarnya biaya dan waktu yang dikeluarkan untuk memperoleh informasi tersebut;
6) Tingkat kesukaran bagi pihak lain untuk memperoleh atau menduplikasikan informasi rahasia tersebut.
c. Informasi tersebut berada dalam lapangan teknologi dan/atau bisnis;

Limitasi kedua yang diberikan dalam definisi Rahasia Dagang oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 adalah informasi tersebut harus berada dalam bidang teknologi atau bisnis. Undang-undang Rahasia Dagang juga tidak memberikan rumusan atau penjelasan lebih lanjut tentang arti di bidang teknologi dan/atau bisnis. Rumusan Pasal 2 Undang-undang Rahasia Dagang, yang berbunyi:

Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat utama.
Hanya mengulang kembali definisi yang diberikan, dengan tambahan rumusan metode produksi, metode pengolahan dan metode penjualan sebelumnya. Ini berarti, sejalan dengan penjelasan yang diberikan di atas, informasi dalam bidang teknologi dan/atau bisnis ini adalah informasi yang merupakan suatu proses yang dapat berupa sistem atau prosedur atau tata cara jalannya suatu kegiatan usaha, baik yang berhubungan dengan teknologi (dalam bentuk formulasi produk barang) maupun sistem kegiatan jalannya usaha itu sendiri (dalam bentuk produk jasa). Satu hal yang perlu diperhatikan di sini mengenai makna teknologi  adalah bahwa teknologi yang dimaksud di sini adalah proses pembuatan produk (yang menurut istilah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 adalah metode produksi), yang dalam hal tertentu, jika memenuhi persyaratan perolehan paten (antara lain adalah sifat novelty) dapat merupakan teknologi di sini juga dapat kita kaitkan dengan makna teknologi dalam Undang-Undang Paten, kecuali untuk sifat noveltynya.
Sedangkan kata bisnis mengandung arti yang sangat luas meliputi baik metode pengolahan, poal penjualan, pola pendistribusian, atau barang dan lain-lain yang dianggap unik dan berharga.
d. Informasi tersebut harus memiliki nilai ekonomi; 

Limitasi ketiga yang diberikan dalam definisi Rahasia Dagang adalah “memiliki nilai ekonomi”. Rumusan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 merumuskan bahwa:

Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.
Makna menjalankan kegiatan yang bersifat komersial, menunjukkan bahwa informasi tersebut akan bermanfaat dan menguntungkan jika dilakukan secara massal,, dan tidak hanya diperuntukkan dan dipergunakan secara terbatas. Hal ini menunjukkan kembali kepada kita semua bahwa dalam Rahasia Dagang, yang dirahasiakan adalah suatu sistem, prosedur, tata cara, proses, formula, dan bukan produk itu sendiri. Melalui rangkaian kegiatan dengan mempergunakan sistem, tata cara, proses, dan/atau formula yang dirahasiakan, produk, baik barang atau jasa yang dihasilkan ini diharapkan dapat memberikan  keuntungan secara ekonomis. Namun demikian ini tidaklah berarti bahwa memiliki nilai ekonomi haruslah merupakan suatu bentuk keuntungan, di mana keuntungan yang diperoleh dari penggunaan rahasia tersebut haruslah berada di atas seluruh biaya dan ongkos-ongkos yang dikeluarkan sehubungan dengan produksi barang atau jasa tersebut. Suatu informasi tentang ketidaklayakan produksi komersial suatu produk dapat memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya dan kerenanya dapat juga dikategorikan sebagai Rahasia Dagang.

e. Informasi tersebut harus dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya.

Ketentuan Pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 menentukan bahwa:

Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.

Selanjutnya tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai makna layak dan patut, hanya saja dari Penjelasan Pasal 3 ayat (1), meskipun tidak seratus persen identik dengan rumusan Pasal 3 ayat (4), melalui contoh yang diberikan di mana disebutkan:

Misalnya, di dalam suatu perusahaan harus ada prosedur baku berdasarkan praktik umum yang berlaku di tempat-tempat lain dan/atau yang dituangkan ke dalam ketentuan internal perusahaan itu sendiri. Demikian pula dalam ketentuan internal perusahaan dapat ditetapkan bagaimana Rahasia Dagang itu dijaga dan siapa yang bertanggungjawab atas kerahasiaan itu.
Dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan langkah yang layak dan patut (dan wajar menurut Pasal 3 ayat (1) adalah langkah-langkah, baik eksternal maupun internal perusahaan yang dilakukan agar informasi yang dianggap rahasia tersebut tidak dapat dengan mudah diakses, atau diketahui oleh orang yang tidak berhak, baik karyawan maupun bukan karyawan. Selanjutnya Undang-undang Rahasia Dagang tidak menguraikan lebih lanjut tentang makna dari praktik yang berlaku umum di tempat lain. Satu hal yang pasti adalah bahwa kewajiban untuk menjaga kerahasiaan tersebut dibebankan sepenuhnya kepada Pemilik Rahasia Dagang atau Pemegang Rahasia Dagang. Ini berarti beban pembuktian ada tidaknya upaya penjagaan rahasia dibebankan pada Pemilik Rahasia Dagang atau Pemegang Rahasia Dagang.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 sebenarnya tidak secara langsung mengatur mengenai perlindungan Rahasia Dagang. Jika kita lihat dari pengertian yang diberikan dalam rumusan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Rahasia Dagang tentang definisi Rahasia Dagang, rumusan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Rahasia Dagang, dapat kita lihat bahwa Undang-Undang Rahasia Dagang hanya mengatur masalah hak-hak yang diberikan kepada Pemegang Hak Rahasia Dagang, baik Pemilik Rahasia Dagang maupun Pemegang Rahasia Dagang untuk secara eksklusif mempergunakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk menggunakan atau memanfaatkan Rahasia Dagang tersebut secara ekonomis. Selanjutnya, jika kita baca ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Rahasia Dagang, yang masing-masing selengkapnya berbunyi:
Pasal 13

Pelanggaran Rahasia Dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan.

Pasal 14

Seseorang dianggap melanggar Rahasia Dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dikaitkan dengan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Rahasia Dagang, yang berbunyi:

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan delik aduan.

Dapat kita katakana secara a’contrario bahwa yang dimaksud dengan Rahasia Dagang yang dilindungi adalah Rahasia Dagang yang Pemegang Hak Rahasia Dagangnya bukanlah mereka yang melanggar ketentuan Undang-Undang Rahasia Dagang ini. Selain itu yang pasti adalah bahwa Rahasia Dagang tersebut harus memenuhi syarat pengertian Rahasia Dagang menurut Undang-Undang Rahasia Dagang.

Perlindungan terhadap Rahasia Dagang dalam konteks perundang-undangan nasional saat ini merupakan bagian terintegrasi dan berada dalam satu paket yang tak terpisahkan dengan peraturan perundang-undangan HKI dan tentang persaingan yang tidak sehat. Jika tujuan ini dapat tercapai, maka dengan sendirinya akan mendorong iklim bisnis nasional yang sehat sekaligus menjadi perangsang masuknya investasi ke Indonesia, namun penerapan dan pelaksanaan terhadap perlindungan hukum UU No. 30 Tahun 2000 saat ini bukanlah hal yang mudah, oleh karena itu berbagai macam usaha untuk menanggulangi berbagai bentuk pelanggaran di bidang Rahasia Dagang haruslah mendapat dukungan dari berbagai pihak yang terkait dengan bidang ini. 

Perlindungan Rahasia Dagang yang diberikan oleh Negara pada hakikatnya bersumber pada hubungan keperdataan antara Pemilik Rahasia Dagang dan Pemegang Rahasia Dagang atau penerima lebih lanjut hak Rahasia Dagang dalam bentuk lisensi Rahasia Dagang dengan pihak ketiga yang tidak berhak untuk melakukan tindakan-tindakan hukum yang secara komersial memanfaatkan Rahasia Dagang tersebut, termasuk yang melakukan pemberian informasi Rahasia Dagang secara tidak benar dan yang memperolehnya secara berlawanan dengan hukum.

Hubungan keperdataan tersebut pada dasarnya memiliki ketentuan khusus yang mengatur secara eksklusif, baik yang bersumber dari perjanjian, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, kesusilaan maupun kebiasaan dan kepatutan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat pada kurun waktu tertentu. Jadi sebenarnya sifat kerahasiaan dari informasi yang terkandung dalam Hak Rahasia Dagang adalah sesuatu yang berada di luar ketentuan pidana.

6. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Dalam Uniform Trade Secret Act (UTSA) 

Perlindungan terhadap rahasia dagang di Amerika Serikat antara lain terdapat dalam Restatement of Torts (1939), Uniform Trade Secrets Acts. Dalam hubungannya dengan negara-negara berkembang, menggunakan Undang-Undang Perdagangan Amerika Serikat (the Omnibus Trade and Competitiveness Act 1988) yakni ketentuan “Super 301”.
 Dalam Restatement of Torts Section 757 disebutkan bahwa:

A trade secret may consist of any formula, pattern, device of compilation of information which is used in one’s business, and which gives him opportunity to obtain an advantage over competitors who do not know or use it. It may be a formula for a chemical compound, a process of manufacturing, testing or preserving materials, a pattern for a machine or other device, or a list of customers.

Bahwa rahasia dagang dapat berupa formula, pola, alat atau kumpulan informasi yang digunakan seseorang dalam bisnisnya, dan yang membuat seseorang mendapatkan keuntungan dibandingkan kompetitornya yang tidak mengetahui atau menggunakannya. Dapat juga berupa formula senyawa kimia, proses dari pabrik, bahan-bahan yang digunakan, pola untuk mesin atau alat-alat lain, atau daftar pelanggan.
Pada tahun 1985, tepatnya tanggal 2 sampai dengan tanggal 9 Agustus 1985 telah diadakan Annual Conference Meeting di Minneapolis, Minnesota yang menghasilkan Uniform Trade Secret Act with 1985 Amendments (UTSA). Selain UTSA yang mengatur rahasia dagang sebagai hubungan perdata, di tahun 1996 oleh Pemerintah Federal Amerika Serikat telah pula diundangkan Economic Espionage Act of 1996 yang mengatur mengenai aspek pidana bagi pelanggaran rahasia dagang. 
Secara sederhana dapat dikatakan bahwa UTSA ini hanya terdiri dari 12 (dua belas) Section, yaitu:
Section 1

Definition

Section 2

Injunctive Relief

Section 3

Damages

Section 4

Attorney’s Fees

Section 5

Preservation of Secrecy

Section 6

Statute of Limitations

Section 7

Effect on Other Law

Section 8 

Uniformity of Application and Construction

Section 9

Short Title

Section 10

Severability

Section 11

Time of Taking Effect

Section 12

Repeal

Ada empat pengertian dasar yang diberikan dalam Section 1, yaitu:

a. Uniform Trade Secrets Act (United States) mendefinisikan rahasia dagang dalam Section 1 (1) sebagai berikut:

“Improper means” includes theft, bribery, misrepresentation, breach or inducement of a breach of a duty to maintain secrecy, or espionage through electronic or other means;
Bahwa makna tidak layak (improper) yang meliputi pencurian, penyuapan, pernyataan yang salah, pelanggaran atau bujukan untuk melanggar suatu kewajiban untuk menyimpan rahasia, atau kegiatan spionase secara elektronis maupun dengan alat-alat lainnya.
Jika kita lihat rumusan tersebut, dapat kita ketahui bahwa UTSA tidak memberikan suatu definisi atau batasan, melainkan hanya memberikan beberapa contoh saja. Ketentuan ini jelas bersifat fleksibel dalam mengantisipasi berbagai macam kejadian yang mungkin akan ada di kemudian hari. Suatu gambaran yang komplit dan utuh mengenai makna tidak layak sangatlah sulit untuk dibuat. Satu perbuatan atau peristiwa hukum mungkin saja layak (proper) dalam satu hal, tetapi dapat menjadi tidak layak (improper) untuk hal yang lain. 
Dalam komentar yang diberikan dalam National Conference of Commisioners of Uniform State Laws, dikatakan bahwa yang dianggap sebagai layak adalah:

1) Penemuan informasi yang dirahasiakan oleh penemu independen;

2) Penemuan informasi yang dirahasiakan melalui rekayasa balik (reverse engineering). Dalam rekayasa balik, seseorang bekerja secara terbalik, dimulai dari produk yang diketahui, kemudian melakukan percobaan-percobaan untuk mencari dan menemukan proses pembuatannya;

3) Perolehan informasi yang dirahasiakan berdasarkan lisensi dari pihak yang berhak;

4) Penemuan melalui proses observasi dalam suatu pameran untuk umum;

5) Memperoleh informasi melalui media yang dipublikasikan.

Secara a’contrario dapat dikatakan bahwa selain atau di luar hal tersebut di atas, secara prinsip penemuan atau perolehan informasi dengan cara dan bentuk apapun adalah tidak layak.

b. Uniform Trade Secrets Act (United States) mendefinisikan rahasia dagang dalam Section 1 (2) sebagai berikut:

“Misappropriation” means:
(iii) Acquisition of a trade secret of another by a person who khows or has reason to know that the trade secret was acquired by improper means; or
(iv) Disclosure or use of a trade secret of another without express or implied consent by a person who:

(D) Used improper means to acquire knowledge of the trade secret; or

(E) At the time of disclosure or use, knew or had reason to know that his knowledge of the trade secret was

(IV)  Derived from or through a person who had utilized improper means to acquire it;
(V) Acquired under circumstances giving rise to a duty to maintain its secrecy or limit its use;or 
(VI) Derived from or through a person who owed a duty to the person seeking relief to maintain its secrecy or limit its use; or

(F) Before a material change of his (or her) position, knew or had reason to know that it was a trade secret and that knowledge of it had been acquired by accident or mistake.
Bahwa penyalahgunaan (misappropriation) yang diartikan sebagai:

1) Perolehan rahasia dagang oleh pihak lain yang mengetahui atau memiliki alasan untuk mengetahui bahwa rahasia dagang tersebut telah diperoleh secara tidak layak;

2) Menyebarkan atau memanfaatkan rahasia dagang pihak lain tanpa persetujuan baik tersurat maupun tersirat oleh pihak yang:

a) Mempergunakan cara yang tidak layak untuk memperoleh pengetahuan tentang rahasia dagang tersebut;

b) Pada saat penyebaran informasi dilakukan atau saat informasi dimanfaatkan, mengetahui atau memiliki alasan untuk mengetahui bahwa pengetahuannya atas rahasia dagang tersebut;

(1) Diperoleh dari atau melalui pihak yang mempergunakan cara-cara yang tidak layak untuk memperolehnya;

(2) Diperoleh dari pihak yang seharusnya berkewajiban untuk menjaga informasi tersebut secara rahasia;

(3) Diperoleh dari pihak yang berkewajiban untuk memperoleh izin sebelum ia dapat memberikan suatu informasi rahasia; 

c) Sebelum terjadinya perubahan yang signifikan pada kedudukannya, mengetahui atau patut mengetahui bahwa informasi tersebut bersifat rahasia dan bahwa pengetahuan tentang informasi rahasia itu telah diperoleh secara tidak sengaja.
c. Uniform Trade Secrets Act (United States) mendefinisikan rahasia dagang dalam Section 1 (3) sebagai berikut:
“Person” means a natural person, corporation, business trust, estate, trust, partnership, association, joint venture, government, governmental subdivision or agency, or any other legal or commercial entity.

Bahwa pihak (person) yang diartikan secara luas meliputi tidak hanya orang perorangan, melainkan juga perusahaan, unit usaha, estat, persekutuan, perkumpulan, kerja sama, pemerintah, agen, dan badan-badan usaha lainnya.

d. Uniform Trade Secrets Act (United States) mendefinisikan rahasia dagang dalam Section 1 (4) sebagai berikut:

“Trade Secret” is information , including a formula, pattern, compilation, program, device, method, technique, or process, that:

(iii) derives independent economic value, actual or potential, from not being generally known to, and not being readily ascertainable by proper means by, other persons who can obtain economic value from its disclosure or use, and
(iv) is the subject of efforts that are reasonable under the circumstances to maintain its secrecy.

Rahasia Dagang (trade secret) yang diartikan sebagai informasi, termasuk di dalamnya formula, pola, kompilasi, program, alat, metode, teknik, atau proses, yang:

1) memiliki nilai ekonomi yang berdiri sendiri, baik secara aktual maupun potensial, atau ketidakterbukaannya kepada umum (sifat rahasia), dan tidak secara umum atau dengan mudah diketahui dengan cara yang biasa oleh pihak lain, yang atas keterbukaan atau pemanfaatan informasi rahasia tersebut dapat memperoleh nilai ekonomis;
2) ada suatu upaya yang wajar untuk menjaga kerahasiaannya.
Ada suatu makna yang cukup tajam yang terkandung dalam pengertian “tidak secara umum diketahui atau dengan mudah diketahui dengan cara yang biasa oleh pihak lain”. Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa suatu informasi hanya dapat dikatakan bersifat rahasia, jika informasi tersebut memang secara prinsip cukup unik, khususnya bagi mereka (pihak) yang bergelut dalam bidang kegiatan yang sama. Suatu informasi yang unik bagi umum, tetapi lumrah bagi kalangan sesamanya tidaklah dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang. Dan kerenanya tidaklah masuk dalam jenis perlindungan yang diberikan oleh UTSA ini.
Ada satu hal lain yang juga cukup menarik untuk dikemukakan di sini adalah mengenai makna dari nilai komersial. Ada pengertian bahwa makna nilai komersial ini juga dapat ditafsirkan secara negatif. Suatu informasi mengenai suatu penemuan yang tidak dapat diproduksi secara missal, sebagai akibat tingginya biaya produksi, juga dapat dianggap sebagai informasi rahasia, yang jika diketahui akan menguntungkan bagi kompetitornya. Dalam hal ini maka kerahasiaan atas informasi mengenai tidak layaknya produksi menjadi bernilai.
Kewajiban untuk merahasiakan secara wajar juga menjadi syarat perlindungan bagi rahasia dagang. Untuk keperluan ini, maka suatu upaya pencegahan (prevention) dalam bentuk pembuatan secrecy agreement, pengaturan dalam perjanjian kerja dan peraturan perusahaan mengenai kewajiban merahasiakan informasi terhadap karyawan, serta penciptaan arus informasi yang terbatas dalam lingkungan kerja dapat menjadi tolak ukur kewajaran.
Definisi rahasia dagang UTSA tersebut memperluas definisi rahasia dagang dari Restatement of Torts dan menyederhanakan standar untuk menentukan apakah informasi dijaga kerahasiaannya untuk memenuhi syarat perlindungan rahasia dagang.

Pada Section 2 UTSA mengatur mengenai keringanan atau pembebasan putusan atau perintah pengadilan yang melarang penyalahguna informasi untuk tidak boleh memanfaatkan informasi rahasia yang diperolehnya secara tidak benar tersebut. Section ini bertujuan untuk memberikan keadilan khususnya dalam ketentuan mengenai persaingan usaha yang lebih sehat. Dengan tanpa maksud untuk merugikan pihak pemilik informasi rahasia, pengadilan dalam hal-hal tertentu berhak untuk menghapuskan atau meringankan hukuman dari pihak penyalahguna informasi yang “beritikad baik”, dengan cara mengurangi masa atau jangka waktu penghukuman tersebut secara wajar, dengan melihat pada kondisi dan keadaan praktek dunia usaha yang berkembang dari waktu ke waktu, dimana:

a) bahwa informasi rahasia yang digunakan, yang menjadi dasar penghukuman ternyata sudah bukan lagi termasuk dalam kategori “informasi rahasia” menurut pengertian yang diberikan dalam UTSA ini;
b) ada kepentingan negara dan/atau kepentingan umum yang menyebabkan tidak mungkin dijatuhkannya hukuman yang demikian. Dalam hal yang terakhir ini, maka hakim atau pengadilan dapat menjatuhkan denda dalam bentuk pembayaran royalti yang dianggap wajar dan “fair”, yang harus dibayar oleh pihak yang seharusnya dihukum kepada pemilik informasi yang informasi rahasianya tersebut disalahgunakan. Dalam hal demikian juga ketentuan yang berlaku untuk menyimpan rahasia tetap diberlakukan bagi pihak yang seharusnya dihukum tersebut.

Sumber peraturan penting lainnya adalah Restatment (Third) of Unfair Competition. Dalam peraturan ini rahasia dagang didefinisikan sebagai “A Trade secret is any information that can be used in the operation of a business or other enterprise and that is sufficiently valuable and secret to afford an actual or potential economic advantage over others”.

Rahasia dagang merupakan hak milik (property) sebagaimana dinyatakan dalam suatu keputusan Supreme Court. Rahasia dagang bukan hak milik dengan arti yang umum karena pemiliknya tidak memiliki hak eksklusif untuk mengungkapkannya seperti HKI lain. David D.Friedman, William M.Landes, dan Richard A.Posner menulis sebagai berikut:
…It is questionably described as “property” in a recent Supreme Court decision that upheld a conviction for fraud under a statue (the federal mail-fraud statue)… A trade secret is not a property in the usual sense- the sense it bears in the law of real and personal property or even in such areas of intellectual property law as copyright-because it is not something that the prossessor has the exclusive right to use or enjoy…

Jika secara tidak sengaja rahasia dagang tersebut terungkap atau kompetitor dapat mengetahuinya melalui reverse engineering tidak ada perangkat hukum yang dapat melindunginya. Padahal hukum hanya dapat melindungi jika pengungkapan rahasia dagang tersebut merupakan pelanggaran terhadap kontrak, misalnya pengungkapan yang dilakukan oleh mantan karyawan yang telah berjanji tidak akan mengungkapkannya. Sebagaimana ditulis David D.Friedman, William M.Landes, dan Richard A.Posner berikut ini:

…If through accident the secret leaks out, or if a competitor unmask it by reverse engineering, the law gives no remedy. The law does give a remedy if the secret is lost through a breach of contract- say by a former employee who had promised not to disclose what he learned on the job- or through a tort, such as trespass. But the violation is not a property right, to the secret but of a common law right defined without regard to trade secrets or to information in general.

Dalam artikel yang berjudul What is a trede secret, and how is it different from a patent or copyright? R.Mark Halligan dan Richard F.Weynand menulis bahwa:

A trade secret is any information that allows you to make money because it is not generally known. A trade secret could be a formula, computer program, process, method, device, technique, pricing information, customer list or other non-public information. If the economic value of a piece of information relies on it being kept private, it could be a trade secret.

Lebih lanjut lagi mengenai rahasia dagang ini R.Mark Halligan dan Richard F.Weyand menulis bahwa “Of all the intangible assets, trade secrets are the most valuable and the most intangible of all. Their existence depends entirely on the standart of care applied by the information owner…”

Dalam artikel yang berjudul What is a trade secret, and how is it different from a patent or copyright? M. Mark Halligan dan Richard F.Weyand menulis bahwa:
While patents and copyright require you to disclose your information in the application process (information that eventually becomes public), trade secrets require you to actively keep the information secret. Trade secret protection can potentially last longer than that of patents (20 years) and copyrights (100 years).

Di dalam Uniform Trade Secrets Acts (United States) dijelaskan siapa yang menjadi subyek hukum rahasia dagang, yaitu di dalam Section 1 (3) “Person” means a natural person, corporation, business trust, estate, trust, partnership, association, joint venture, government, governmental subdivision or agency, or any legal or commercial entity.
Ada beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan apakah suatu infomasi merupakan rahasia dagang seseorang, yaitu:
a. menjauhkan informasi tersebut dari dunia bisnis
b. menjauhkan informasi tersebut dari karyawan dan pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam bisnis
c. bagaimana usaha yang dilakukan untuk menjaga kerahasiaannya
d. besarnya nilai informasi tersebut bagi bisnis tersebut dan bagi kompetitornya
e. jumlah dana yang dikeluarkan untuk mengembangkan informasi tersebut 
f. tingkat kesulitan yang dimiliki informasi tersebut untuk ditiru oleh pihak lain.

Pengenalan peraturan perundang-undangan tentang rahasia dagang common law negara bagian di Amerika Serikat dimulai pada tahun 1837. Di negara ini masalah rahasia dagang tetap merupakan masalah dari negara bagian. Undang-Undang Rahasia Dagang negara bagian sebagian besar sama karena hukum rahasia dagang yang modern didominasi oleh dua sumber utama, yakni Restatement of Torts 1939 dan Uniform Trade Secret Act 1979.
7. Analisis Pelaksanaan Perlindungan Rahasia Dagang Menurut Teori Kepemilikan dan Teori Perlindungan Hukum
a. Teori Kepemilikan
Teori kepemilikan merupakan salah satu teori mengenai perlindungan rahasia dagang karena rahasia dagang merupakan salah satu asset. Sebagai hak milik rahasia dagang bersifat eksklusif dan dapat dipertahankan terhadap siapapun yang berupaya menyalahgunakan atau memanfaatkan tanpa hak. Pemilik memiliki hak untuk memanfaatkan seluas-luasnya selama tidak melanggar Undang-Undang yang berlaku. Prinsip Hak milik ini juga dikenal dalam BW dalam pasal 570 menyatakan bahwa : “Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan Undang-Undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan Undang-Undang dan dengan pembayaran ganti rugi”.
Kepemilikan aset atau kepemilikan atas kebendaan erat hubungannya dengan teori yang dikemukakan oleh John Locke yang mana ketika seorang bekerja, maka pekerjaan yang dilakukannya itu menyatu dengan objek yang dikerjakaannya dengan demikian objek tersebut menjadi milik orang itu yang dikenal sebagai labor theory of property. Teori John Locke diperkuat oleh Claude Frederic Bastiat yang menyatakan ia mendefinisikan benda tidak sebagai obyek fisik, tetapi sebagai hubungan antar individu dalam kaitannya dengan sesuatu obyek. Pada intinya, apa yang dimiliki seseorang adalah bukan objeknya melainkan nilai objek tersebut.
Selain itu teori kepemilikan dari Oliver Wendell Holmes yang menjelaskan bahwa kepemilikan atau nilai objek tersebut melahirkan dua aspek fundamental. Aspek pertama adalah penguasaan dan Aspek kedua adalah Hak. Benjamin Tucker pun menjelaskan aspek penguasaan memungkinkan pemiliknya melakukan pemakaian eksklusif sehingga dapat menghalangi orang lain untuk melarangnya. 

Sehingga berdasarkan pemaparan di atas mengenai teori kepemilikan, pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dan Uniform Trade Secret Act untuk melindungi informasi-informasi yang dirahasiakan sebagai aset perseroan atau subyek hukum sudah sangat beralasan karena saat usaha yang dilakukan untuk memperolehnya menimbulkan kepemilikan atas hasil usaha untuk menciptakan sesuatu dengan adanya informasi yang dirahasiakan.

b. Teori Perlindungan Hukum
Upaya perlindungan hukum dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya dengan membuat klausula-klausula perjanjian yang dapat bersifat adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antipatif. Sesuai pendapat Lili Rasjidi dan I.B. Wysa Putra dalam teori perlindungan hukum, yang didukung oleh pendapat Philipus M.Hadjon, dimana diharapkan pula perlindungan hukum yang tindakannya bersifat preventif dan represif. Dengan demikian akan tercipta perlindungan hukum yang dapat memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) sebagaimana disampaikan oleh Satjipto Rahardjo. 
Upaya perlindungan hukum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, yakni dalam Pasal 1 angka 1 yang mendefinsikan rahasia dagang sebagai berikut:

“Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang”
Sedangkan upaya perlindungan hukum dalam Uniform Trade Secret Act (UTSA), yakni dalam Section 1 (4) yang mendefinisikan rahasia dagang sebagai berikut:

“Trade Secret” is information , including a formula, pattern, compilation, program, device, method, technique, or process, that:

(i) derives independent economic value, actual or potential, from not being generally known to, and not being readily ascertainable by proper means by, other persons who can obtain economic value from its disclosure or use, and

(ii) is the subject of efforts that are reasonable under the circumstances to maintain its secrecy.

B. Penyelesaian Sengketa Terhadap Pelanggaran Rahasia Dagang di Indonesia   dan Amerika Serikat
1. Pelanggaran Rahasia Dagang
Perlindungan Rahasia Dagang yang diberikan oleh negara bersumber dari hubungan keperdataan antara Pemilik Rahasia Dagang atau Pemegang Rahasia Dagang atau penerima lebih lanjut Hak Rahasia Dagang dalam bentuk Lisensi Rahasia Dagang dengan pihak ketiga yang tidak berhak untuk melakukan tindakan-tindakan hukum yang secara komersial memanfaatkan Rahasia Dagang tersebut, termasuk yang melakukan pemberian informasi Rahasia Dagang secara tidak benar, dan yang memperoleh secara berlawanan dengan hukum.
Hubungan keperdataan tersebut pada dasarnya memiliki ketentuan khusus yang mengaturnya secara eksklusif, baik itu yang bersumber dari perjanjian, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, kesusilaan maupun kebiasaan atau kepatutan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat pada suatu kurun waktu tertentu. Jadi sebenarnya sifat kerahasiaan dari informasi yang terkandung dalam Rahasia Dagang adalah sesuatu yang berada di luar ketentuan pidana. Bagaimana para pihak mengaturnya dalam suatu perjanjian kerahasiaan (Confidentiality Agreement, Secrecy Agreement, Non-disclosure Agreement) tunduk sepenuhnya pada kesepakatan para pihak berdasarkan pada negosiasi yang dilakukan, serta pada obyek atau pokok permasalahan yang hendak diatur oleh kedua belah pihak. Bagaimana suatu peraturan perundang-undangan mengatur tentang sifat kerahasiaan dari suatu dokumen, informasi, atau data yang terkandung di dalamnya, dan pada umumnya hal ini bersifat terbatas, hanya pada mereka yang memiliki akses terhadap dokumen, informasi ataupun data yang bersifat rahasia tersebut. Sedangkan hal-hal mengenai sifat kerahasiaan yang berkembang dalam masyarakat dari waktu ke waktu bergantung pada makna-makna dan nilai-nilai tentang ketertiban umum, kesusilaan maupun kebiasaan dan kepatutan yang ada pada waktu tertentu tersebut dalam masyarakat tertentu juga.
Selain UTSA yang mengatur rahasia dagang sebagai hubungan perdata, di tahun 1996 oleh Pemerintah Federal Amerika Serikat telah pula diundangkan Economic Espionage Act of 1996 yang mengatur mengenai aspek pidana bagi pelanggaran rahasia dagang. Dengan demikian berarti rahasia dagang di Amerika Serikat memiliki dua aspek. Pertama adalah aspek perdata dan kedua adalah aspek pidana. Aspek perdata diatur oleh masing-masing negara bagian, dan aspek pidana diatur oleh hukum Federal secara seragam dan berlaku sama untuk semua negara bagian.
The Economic Espionage Act of 1996 (EEA) memuat dua aturan yang terpisah mengenai kejahatan pencurian atau penyalahgunaan Rahasia Dagang. Pertama, yang diatur dalam 18 U.S.C.§1831, ditujukan untuk spionase ekonomi asing, yang mensyaratkan bahwa pencurian tersebut dilakukan untuk memberikan manfaat bagi suatu pemerintah asing. Ketentuan kedua berhubungan dengan pencurian yang bersifat komersial dalam bentuk Rahasia Dagang, dengan mengabaikan siapa yang memperoleh manfaatnya. Sebagai ceriminan bagaimana seriusnya EEA, mereka yang melanggar ketentuan §1831 dapat dihukum penjara sampai 15 tahun dan didenda sebanyak $500,000 atau kedua-duanya (18 U.S.C.§1831 (a) (5)). Sedangkan terdakwa yang dihukum untuk pencurian Rahasia Dagang menurut §1832 dapat dihukum penjara selama 10 tahun dan denda $500,000 atau kedua-duanya (18 U.S.C.§1831 (a) (5) ).
Banyak hal penting yang diatur dalam EEA, termasuk di dalamnya tindakan berupa penyitaan atas harta kekayaan dan hasil yang diperoleh sebagai akibat pelanggaran terhadap EEA (18 U.S.C.§1834). EEA juga mengizinkan Jaksa Agung untuk mengambil tindakan perdata maupun untuk memberikan pembebasan atas sanksi tertentu sebagai akibat pelanggaran dalam EEA (18 U.S.C.§1836). Selanjutnya oleh karena banyaknya kesulitan yang ditemui dalam mempertahankan kerahasiaan dari suatu Rahasia Dagang selama proses pengadilan, EEA dapat mewajibkan pengadilan untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga kerahasiaan, yang berhubungan dengan kasus yang sedang diperiksa pengadilan (18 U.S.C.§1835). EEA juga mengatur pelanggaran yang terjadi di luar Amerika Serikat, sepanjang pelanggar adalah warga negara atau penduduk Amerika Serikat, atau tindak pidana telah dilakukan dalam wilayah Amerika Serikat (18 U.S.C.§1837).

Sebagaimana halnya rahasia dagang di Amerika Serikat yang memiliki dua aspek, yaitu aspek perdata dan pidana, maka Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 ini selain mengatur aspek perdata juga mengatur aspek pidana rahasia dagang. Perlunya pengetahuan pidana ini adalah untuk melindungi pemilik Rahasia Dagang yang beritikad baik, yang pada akhirnya diharapkan akan meningkatkan pengembangan HKI secara lebih positif di Indonesia.
Tindak pidana Rahasia Dagang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 diatur dalam Bab IX tentang Ketentuan Pidana yang terdiri dari satu pasal saja, yaitu Pasal 17. Secara lengkapnya Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan delik aduan.

Rumusan Pasal 17 ayat (1) dapat kita ketahui bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang tersebut adalah tindak pidana yang berhubungan dengan:

a. Dengan sengaja atau tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain;
Ketentuan yang berhubungan dengan penggunaan Rahasia Dagang ini, berhubungan dengan hak Rahasia Dagang sebagaimana disebutkan dalam rumusan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 bagi pemilik Rahasia Dagang. Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 bagi pemegang Rahasia Dagang untuk:
1) Menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya;
2) Memberikan Lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang tersebut.
Selain itu ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 yang ditafsirkan secara luas juga memberikan hak kepada Penerima Lisensi Rahasia Dagang untuk menggunakan secara komersial Rahasia Dagang yang dilisensikan kepadanya oleh Pemilik Rahasia Dagang dan Pemegang Rahasia Dagang. 
Dalam hal ini perlu diperhatikan rumusan yang memuat perkataan “dengan sengaja” dan “tanpa hak”, sebagaimana disebutkan dalam rumusan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tersebut. Meskipun rumusan “tanpa hak” dapat dibuktikan dengan mudah berdasarkan pada alasan sebagaimana dijabarkan di atas menurut ketentuan Pasal 4, Pasal 6, dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000; pembuktian “dengan sengaja” tidaklah semudah itu, mengingat bahwa Rahasia Dagang bukanlah informasi yang bersifat umum, yang diumumkan untuk memperoleh perlindungan dari Negara sebagaimana halnya Hak atas Kekayaan Intelektual lainnya. Dengan asumsi bahwa kerahasiaan informasi Rahasia Dagang, termasuk tata cara merahasiakannya tersebut berlaku, dengan segala akibatnya tunduk pada kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, maka tentunya segala macam cara yang diperkenankan untuk dapat membuktikan ada tidaknya unsur kesengajaan dapat dipergunakan. Dalam hal ini, tidak hanya tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, melainkan juga segala macam peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, kesusilaan, kebiasaan, maupun kepatutan yang berlaku dan ada dalam masyarakat Indonesia dari waktu ke waktu.

b. Melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000;
Rumusan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 berbunyi:

Pelanggaran Rahasia Dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan.

Jika ketentuan terdahulu, berhubungan dengan penggunaan Rahasia Dagang secara tanpa hak dan dengan sengaja, maka ketentuan pidana selanjutnya dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 mengatur pelanggaran terhadap pengungkapan Rahasia Dagang, pengingkaran kesepakatan atau kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang.
Dalam rumusan yang diberikan oleh Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 dapat kita lihat kembali perkataan “dengan sengaja”. Sebagaimana halnya penjelasan terdahulu, dan tindak pidana yang demikianpun, sesungguhnya pembuktian tentang ada tidaknya:

1) Pengungkapan Rahasia Dagang;
2) Pengingkaran kesepakatan atau kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang;

Tidaklah terlalu sulit untuk membuktikannya, sedangkan pembuktian mengenai “dengan sengaja” dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Dengan mempertimbangkan akan perjanjian atau kesepakatan antara para pihak, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, kesusilaan, kebiasaan, maupun kepatutan yang berlaku dalam masyarakat Indonesia dari waktu ke waktu.

c. Melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000.
Berbeda dengan rumusan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 yang secara tegas menyatakan “dengan sengaja”, rumusan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, yang lengkapnya berbunyi:

Seseorang dianggap melanggar Rahasia Dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 14 tersebut tidak merumuskan kata “dengan sengaja”. Meskipun jika kita perhatikan kata “dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” memerlukan suatu proses pembuktian yang tidak sederhana, namun esensi pembuktian hanya dibatasi pada ada tidaknya unsur “bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” dan tidak untuk hal-hal lainnya.
Pencipta informasi akan perlu memperlihatkan bahwa penerima menggunakan konsep atau informasi tanpa izin dari si pencipta. Ada dua bentuk penggunaan tanpa izin:

1) Di mana pencipta informasi tidak memberikan izin kepada pengguna sama sekali.
2) Di mana pencipta informasi mengizinkan penerima menggunakan informasi untuk tujuan tertentu, tetapi si penerima informasi telah menggunakan informasi itu untuk tujuan lain dicakupkan izin yang diberikan.
Bukti biasanya diperlukan untuk membuktikan cara yang tepat bagaimana informasi rahasia telah disalahgunakan. Setelah terbukti informasi tersebut bersifat rahasia dan bahwa informasi itu diberikan atau diperoleh tergugat, penggunaan informasi sulit dibuktikan secara langsung, tetapi mudah dilihat dari tindakan tergugat. Misalnya, barangkali sulit untuk membuktikan secara langsung bahwa tergugat menggunakan daftar pelanggan penggugat, tetapi hal ini dapat dilihat dari bukti yang menunjukkan tergugat telah memasarkan produknya hanya kepada pelanggan dari daftar tersebut kalau sebelumnya tidak melakukan hal demikian.
Saksi ahli dapat menjadi penting dalam membuktikan penggunaan informasi tanpa izin. Misalnya, jika diajukan bahwa seorang mantan pegawai telah menggunakan metode pencampuran cat yang dimiliki perusahaan cat, ahli kimia industri dapat memberi kesaksian bahwa isi kimia atau presentase bauran cat mantan pegawai sama persis dengan perusahaan cat tersebut. Saksi ahli juga dapat membuktikan bahwa sangat tidak mungkin atau mustahil kalau si tergugat dapat mengembangkan konsep atau informasi yang sama tanpa bantuan informasi yang diberikan atau yang diperoleh dari penggugat.
Penggugat biasanya harus membuktikan bahwa penggunaan atau pengungkapan informasi rahasia oleh si tergugat telah mengakibatkan atau sangat mungkin akan mengakibatkan kerugian atau prasangka. Biasanya ini berupa kerugian komersial atau keuangan. Bagaimanapun juga, dalam praktik, setelah unsur-unsur pelanggaran kerahasiaan yang lain telah terbukti, kerugian komersial atau finansial seringkali jelas terlihat. Kalau sebuah perusahaan telah melakukan investasi dalam mengembangkan informasi, informasi itu biasanya bernilai komersial oleh karena dapat meningkatkan posisi kompetitif perusahaan dalam pasar dibandingkan persaingannya. Jelas bahwa keuntungan komersial akan hilang ada demikian mengalami kerugian kalau perusahaan lain menyalahgunakan informasi atau mempunyai akses kepadanya.
Oleh karena itu, masalah kerugian jarang dipersoalkan di mana unsur-unsur pelanggaran kerahasiaan yang lain telah terbukti. Pembuktian kerugian biasanya menjadi sebagian dari bukti yang dipertimbangkan pengadilan dalam memutuskan upaya hukum yang cocok diterapkan sebagai ganti rugi untuk penggugat atau penyalahgunaan informasi rahasia. Dalam konteks ini, yang harus diputuskan adalah bukan apakah kerugian dialami, melainkan jumlah kerugian dalam bentuk uang.
Di seluruh yurisdiksi hukum, ada beberapa keadaan di mana pengungkapan rahasia dagang diperbolehkan. Keadaan di mana pengungkapan informasi adalah untuk kepentingan umum, dan bahwa kepentingan umum dianggap lebih penting dibandingkan kepentingan pribadi si penggugat dalam rangka tetap menjaga sifat kerahasiaan dari informasi atau konsep. Pengecualian ini biasanya terjadi kalau rahasia dagang telah diterbitkan atau diungkapkan agar masyarakat dapat memeriksa informasi itu daripada ketika informasi digunakan pesaing pasar untuk kepentingan sendiri.
Keadaan lain di mana kepentingan umum dapat memperbolehkan pengungkapan informasi rahasia adalah:

1) Informasi yang berhubungan dengan pelanggaran keamanan negara;

2) Informasi yang berhubungan dengan atau dapat membuktikan tindakan pidana;

3) Informasi yang menunjukkan seseorang atau perusahaan telah melanggar undang-undang.

2. Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Rahasia Dagang
Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang disebutkan mekanisme penyelesaian sengketa yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemegang hak rahasia dagang atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berupa:

a. Gugatan ganti rugi; dan/atau
b. Penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan ke Pengadilan Negeri 
Penyelesaian sengketa di bidang rahasia dagang dapat diajukan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri, namun demikian Pengadilan bukanlah satu-satunya jalan atau cara penyelesaian perkara berkaitan dengan rahasia dagang. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, maka penyelesaian perkara berkaitan dengan rahasia dagang dapat pula dilakukan melalui arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa (negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara-cara lain yang disepakati para pihak) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase dan APS”) berbunyi:
“Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.”
Mekanisme penyelesaian sengketa di bidang rahasia dagang dapat diselesaikan melalui dua sistem penyelesaian sengketa, yaitu baik melalui sistem ajudikasi maupun non-ajudikasi. Bahkan dalam mekanisme ajudikasi juga dapat ditempuh dua jalur penyelesaian sengketa, yaitu litigasi maupun non-litigasi.
 Dengan demikian diharapkan bahwa sengketa-sengketa berkaitan dengan rahasia dagang dapat diselesaikan sebaik-baiknya melalui penerapan secara optimal lembaga dan mekanisme penyelesaian sengketa yang ada, serta penerapan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa yang optimal pula.
Di negara common law seperti Australia, Inggris, Kanada, Amerika Serikat dan Singapura, ada beberapa langkah-langkah hukum yang penting untuk dicermati, dalam hal yang berkaitan dengan pelanggaran rahasia dagang.

a. Putusan Sela Sementara dan Tetap
Seringkali langkah-langkah hukum ini menjadi penting di mana ada pelanggaran kerahasiaan yang berhubungan dengan rahasia dagang yang bernilai komersial. Jika satu perusahaan menggunakan rahasia dagang perusahaan lain untuk menghasilkan suatu produk yang dijual di pasar dan bersaing rahasia produk asli, pencipta konsep atau informasi mungkin mengalami kerugian yang berjumlah ribuan dolar setiap hari dikarenakan produk saingan tersebut. Dalam hal ini, sangat penting bagi si pencipta informasi atau konsep untuk memperoleh putusan sela, atau keputusan yang mencegah perusahaan lain menggunakan informasi itu secara terus-menerus.
Dalam keadaan yang bersifat darurat di mana penggugat dapat memperhatikan bahwa kerugian komersial yang dialaminya sangat besar dan akan meningkatkan kecuali penggunaan informasi dihentikan, pengadilan dapat memerintahkan tergugat berhenti menggunakan rahasia dagang sampai keputusan pengadilan terakhir. Putusan sela biasanya berlaku setelah disetujui hakim sampai dengan keputusan akhir pengadilan. Kalau penggugat memenangkan perkara, lalu putusan sela sementara akan berubah menjadi tetap dan tergugat dilarang menggunakan informasi rahasia di masa yang akan datang. 

b. Ganti Rugi
Pengadilan dapat memutuskan bahwa tergugat yang menyalahgunakan informasi rahasia penggugat harus memberi ganti rugi kepada penggugat atas kerugian yang dialaminya. Seringkali sangat sulit menghitung kerugian komersial secara akurat yang dialami penggugat sebagai akibat penyalahgunaan informasi. Perhitungan jumlah ganti rugi yang layak sering akan melibatkan bukti-bukti sebagai berikut:

1) Jumlah uang yang dikeluarkan penggugat dalam menghasilkan informasi. 
Jumlah uang yang dapat diminta penggugat dari tergugat kalau penggugat melisensikan penggunaan informasi kepada tergugat untuk tujuan yang sama dengan tindakan tergugat. Barangkali hal ini memerlukan saksi ahli dari seorang akuntan atau konsultan ekonomi yang mengenal pasar yang menjadi tujuan untuk menjelaskan harga yang biasanya dapat diminta bagi penggunaan informasi tersebut.
2) Laba yang tidak diperoleh penggugat sebagai akibat tindakan tergugat.
Ini sulit untuk ditentukan secara pasti. Akan tetapi, kalau pencipta informasi atau konsep berusaha menggunakan informasi atau konsep untuk meraih kontrak bernilai dengan pihak lain, kemudian tergugat menyalahgunakan informasi atau konsep rahasia untuk meraih kontrak yang sama, jelas terlihat pencipta informasi mengalami kerugian yang sama dengan nilai kontrak. Dalam konteks ini, kerugian yang mungkin dialami mudah dihitung.
Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak rahasia dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.
Pada Section 3 UTSA berhubungan dengan ganti rugi (damages) yang diberikan kepada pemilik rahasia dagang yang dirugikan. Besarnya ganti rugi yang dapat diminta oleh pemilik rahasia dagang ini dapat dibedakan ke dalam:

a) Kerugian nyata (actual damages) yang diderita oleh pemilik rahasia dagang;
b) Keuntungan yang tidak wajar (unjust enrichments) yang dipeoleh pihak yang menyalahgunakan informasi rahasia tersebut.

Dengan ketentuan bahwa ganti rugi yang dapat diminta, baik dalam bentuk kerugian nyata maupun keuntungan yang tidak wajar tersebut, dibatasi hanya dalam kurun waktu dimana informasi yang dirahasiakan dimanfaatkan.
Section 4 berhubungan dengan pembebanan biaya pengacara kepada pihak yang kalah, yang timbul sehubungan dengan:
(1) Klaim atas penyalahgunaan informasi telah dibuat dengan itikad buruk;
(2) Tindakan untuk mengakhiri suatu putusan yang diambil, dilakukan atau ditolak dengan itikad buruk;
(3) Adanya penyalagunaan informasi secara sengaja.

Section 5 membicarakan masalah jaminan kerahasiaan, yang harus tetap ada dan dipertahankan selama sidang atau proses persidangan berlangsung. Pengadilan dapat memerintahkan agar semua pihak, yang terkait atau terlibat dengan masalah litigasi yang terjadi, menyimpan dengan rahasia semua informasi yang ada dan diketahui selama proses persidangan berlangsung, serta tidak diperkenankan untuk membicarakannya secara umum atas persetujuan pengadilan.
Adapun Section 6 berisikan batasan atau jangka waktu berlakunya hak untuk mengajukan gugatan sehubungan dengan penyalahgunaan informasi rahasia, yang ditentukan selama-lamanya tiga tahun. Jangka waktu tiga tahun tersebut dihitung dari saat ditemukannya penyalahgunaan tersebut atau berdasarkan suatu penelitian yang wajar penyalahgunaan tersebut telah harus terungkap.
Dalam hal proses perkara penyalahgunaan berlangsung lebih dari satu kali, maka seluruh proses litigasi yang terjadi tersebut dianggap sebagai satu rangkaian proses yang berkelanjutan.
3. Analisis Kasus Pelanggaran Rahasia Dagang
a. Perbandingan Sistem Hukum Common Law dan Civil Law
	NO.
	Indikator Pembeda
	Civil Law
	Common Law

	1.
	Cara Berpikir
	Abstrak, Konseptual, Simetris
	Konkret, Kasuistis, Pragmatis

	2.
	Pembagian Bidang Hukum
	Secara klasikal mengenal pembedaan hukum publik dan hukum privat
	Secara klasikal tidak mengenal pembagian hukum publik dan privat

	3.
	Pendekatan Dalam Penyelesaian Masalah
	Berangkat dari aturan (rule based)
	Berangkat dari permasalahan konkret yang disajikan di pengadilan (court based), kebutuhan para pihak

	4.
	Pola Penalaran
	Sistematik (problematilk
	Problematik ( sistematik

	5.
	Kelebihan
	Lebih menjamin kepastian hukum karena sistem hukum ini bersifat tertulis dalam peraturan perundang-undangan
	lebih responsif terhadap  perubahan di masyarakatnya. Apabila ada peristiwa hukum yang belum pernah diputus oleh hakim terdahulu, maka hakim dapat melakukan penafsiran hukum terhadap peristiwa tersebut.

	6.
	Kelemahan
	Sistem hukum ini kadangkala kaku dan kurang responsif terhadap kenyataan-kenyataan yang timbul di masyarakat. Hakim hanya berfungsi corong undang-undang padahal pada umumnya peraturan perundangan seringkali tertinggal dari perubahan masyarakatnya.
	kepastian hukum dari sistem ini lemah. Kekuasaan hakim yang besar dapat menimbulkan unsur subjektif dari dalam diri sang hakim. Padahal hakim juga seorang manusia yang dapat salah dalam memutus.


b. Kasus Lunpia Express dan Lunpia Delight (Indonesia)

Kasus yang terjadi antara Lunpia Express dan Lunpia Delight ini bermula dari sistem kerja yang diterapkan di Lunpia Delight dari metode produksi (dapur), metode pengolahan maupun metode penjualan (kasir, delivery), security, driver divisi flier yang merupakan bentukan dan arahan SOP dari Lunpia Express, yang dinilai telah ditiru dengan cara mengambil alih 99% pegawai Lunpia Express dan dipekerjakan semuanya di Lunpia Delight. Salah satu contoh konkritnya adalah, penyebaran brosur Lunpia Delight yang selalu berdampingan dengan penyebaran brosur Lunpia Express. Begitu juga dengan metode lainnya, yang selama ini diciptakan dan dijalankan oleh Lunpia Express, seperti:

1) Sistem free delivery untuk pengantaran pemesanan lunpia;
2) Pemakaian seragam kerja hingga celemek dan atribut-atributnya;
3) Greating/sambutan di counter;
4) Teknik berpromosi (termasuk umbul-umbul);
5) Sistem jam kerja;
6) Menu produk, harga, packing produk, boxing;
7) Sistem komputer;
8) Sistem penggajian.

Semuanya dinilai telah ditiru secara terang-terangan oleh Lunpia Delight, sehingga akibatnya terjadi persaingan bisnis yang unfair/ curang dan sangat merugikan Lunpia Express baik materiil maupun immaterial. Mengetahui hal tersebut, bahwa Lunpia Delight yang metode produksi, metode pengolahan dan metode penjualannya meniru milik Lunpia Express, maka Lunpia Express menggugat Lunpia Delight dengan dasar gugatan telah melakukan perbuatan pelanggaran Rahasia Dagang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
Pada Putusan Nomor: 148/Pdt/G/2015/PN.SMG, gugatan tersebut ditolak untuk seluruhnya dan menghukum Penggugat (Lunpia Express) untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah). Menurut persidangan yang diketuai oleh Dwiarso Budi Santiarto tersebut, bahwa esensi rahasia dagang adalah informasi yang bersifat rahasia yang mempunyia nilai ekonomis yang hanya diketahui oleh kalangan tertentu atau terbatas sesuai Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Sehingga walaupun pada awalnya merupakan rahasia dagang akan tetapi apabila dalam sistem perkembangannya telah diketahui oleh masyarakat umum, maka informasi tersebut bukan lagi sebagai rahasia dagang melainkan sudah menjadi public domain.  Dalil penggugat dianggap tidak beralasan yang mengklaim bahwa metode-metode tersebut digunakan pertama kali oleh penggugat dan penggugat pada saat itu tidak dapat membuktikannya. Hakim juga berpendapat bahwa pengambilalihan karyawna Lunpia Express ke perusahaan Lunpia Delight milik tergugat atau sebagaimana didalilkan penggugat bukanlah ranah hukum Rahasia Dagang. 
Namun dalam Putusan Nomor: 543/PDT/2015/PT.SMG, dalam pertimbangan hukum oleh majelis hakim yang diketuai oleh Syafaruddin menyatakan bahwa Lunpia Express adalah bentuk usaha bersama dalam perkawinan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat II/ Terbanding II dan karena perkawinan mereka telah putus karena perceraian dan tidak ada perjanjian kawin di antara keduanya, maka benar menurut hukum Tergugat II berhak melakukan usaha yang sama. Hanya saja disini perlu diketahui bahwa secara hukum positif subyek pemegang/ pemilik Lunpia Express adalah Penggugat. Selain itu juga Tergugat II bersama dengan Tergugat I dalam kenyataannya tidak sepenuhnya menggunakan nama yang sama, tetapi dengan nama lain yang sudah pasti bawaan dari usaha bersama itu sulit menghindari persamaan baik dalam metode produksi, pengolahan, dan penjualan dari induknya yaitu Lunpia Express. Serta adanya kerugian yang diderita oleh Lunpia Express berupa penurunan pendapatan secara signifikan.
Maka majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding (Lunpia Express) untuk sebagian, menyatakan bahwa Penggugat/ Pembanding (Lunpia Express) adalah sebagai Pemilik/ Pemegang Rahasia Dagang atas Lunpia Express, menyatakan bahwa Tergugat/Terbanding (Lunpia Delight) telah melakukan pelanggaran Rahasia Dagang, menghukum Tergugat/Terbanding (Lunpia Delight) secara tanggung renteng membayar ganti kerugian immaterial kepada Penggugat/Pembanding (Lunpia Express) dengan uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), menghukum Tergugat/Terbanding (Lunpia Delight) secara tanggung renteng membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan menolak gugatan Penggugat /Pembanding (Lunpia Express) untuk bagian selebihnya.
Dalam kasus tersebut, pemilik Lunpia Express dan pemilik Lunpia Delight dulunya merupakan suami isteri. Dalam perkawinan tersebut tidak membuat perjanjian kawin. Mengenai harta dalam perkawinan, perlu diketahui bahwa  harta benda yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama, kecuali ada perjanjian kawin yang mengatur sebaliknya. Sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
Sengketa rahasia dagang dapat timbul dan terjadi baik melalui kesepakatan tertulis maupun tidak tertulis. Diantaranya adalah apabila;
c. Seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang;
d. Mengingkari kesepakatan;
e. Mengikari kewajiban tertulis atau tidak tertulis
f. Seseorang memperoleh atau menguasai rahasia dagang dengan cara-cara melawan hukum;
Terhadap hal sebagaimana tersebut di atas UU telah mengatur penyelesaian sengketanya. Selain menempuh proses gugatan perdata ke Pengadilan Negeri, penyelesaian perselisihan menyangkut rahasia dagang dapat ditempuh melalui jalur arbitrase ataupun alternatif penyelesaian sengketa lainnya.
Dari aspek pidana Pasal 17 UURD telah memberikan ketentuan yang tegas, pelanggaran terhadap pasal 12 dan pasal 13 maka pelanggar rahasia dagang dapat dipidana dengan pidana maksimal 2 tahun atau denda paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Pada praktik di lapangan sulit untuk menentukan apakah seseorang itu telah melakukan praktek pelanggaran rahasia dagang, kecuali dengan dengan ketentuan-ketentuan yang tertulis. Beberapa kasus rahasia dagang yang diproses melalui peradilan akan mengalami persoalan yang sama dengan kasus-kasus perdata lainnya apabila ditempuh penyelesaiannya melalui jalur gugatan ke Pengadilan Negeri menyangkut; lamanya waktu, biaya, tenaga, pikiran.
Ketentuan pidanapun dinilai dari sudut bisnis hukuman bagi pelangaran rahasia dagang yang hanya dijatuhi pidana maksimal 2 tahun dan denda Rp.300.000.000,- bukanlah merupakan ketentuan yang menakutkan. Karena pada kenyataannya di lapangan hukuman tersebut masih terlalu ringan dibandingkan dengan kerugian yang diderita pemilik rahasia dagang.

c. Kasus Solar Turbines, Inc dan Jack Shearer (Amerika Serikat)

Jack Shearer, pemilik dua perusahaan Conroe Texas Energy, mengakui melakukan kegiatan mata-mata dan telah dihukum bersalah menurut the Economic Espionage Age. Conroy mengakui bahwa ia membangun bisnis $ 8.000.000 dengan menggunakan informasi yang dicuri dari Caterpillar, Inc. sejak tahun 1995 hingga 1998, Jack Shearer membayar lebih dari $ 100.000 untuk tiga karyawan pada anak perusahaan Caterpillar, Inc, Solar Turbines di San Diego, California untuk mencuri rencana pembuatan suku cadang untuk mesin-mesin lading dan saluran minyak, demikian Paul E. Coggins, pengacara negara Amerika Serikat untuk Daerah Arah Utara Texas.

Berdasarkan keterangan yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman, Jack Shearer mengakui bahwa ia mencuri kepemilikan rahasia dagang dari perusahaan di mana ia bekerja terdahulu, Solar Turbines, Inc. Solar Turbines membuat mesin/ motor turbin gas industri dan sistem permesinan turbo untuk produksi dan transmisi minyak mentah, gas alam dan produk minyak tanah; energi yang berkenaan dengan panas dan pembangkit listrik untuk aplikasi industri yang luas dan kapal ferry cepat. Solar Turbines dengan kira-kira 5.100 karyawan yang di seluruh dunia adalah perusahaan Caterpillar, Inc, pabrikan paling besar dalam dunia konstruksi dan peralatan pertambangan, gas alam dan diesel serta turbin gas industri.

Jack Shearer bekerja pada Solar Turbines selama 26 (dua puluh enam) tahun sampai diputuskan hubungan kerjanya pada tahun 1992. Ketika ia bekerja pada Solar Turbines, Jack Shearer tinggal di luar negeri dan melayani suatu wilayah penjualan yang mencakup Libya, Jordan, Syria, Lebanon, Irak, Iran, dan Saudi Arabia. Setelah Jack Shearer berhenti bekerja di Solar, ia bekerja pada Tejas Compressor System,Inc dan Tejas Procurement Services,Inc berkantor pusat di Conroe Texas. 
Jack Shearer memperoleh informasi rahasia dagang Solar Turbines dan menggunakan informasi itu untuk membuat suku cadang Solar Turbines melalui Tejas. Jack Shearer memperoleh informasi rahasia dagang ini melalui sedikitnya tiga individu, terdakwa Jack Edward Nafus dan terdakwa William Robert Humes, serta seorang terdakwa lainnya. Tejas atas perintah Jack Shearer membayar masing-masing karyawan Solar Turbines ini untuk menyediakan gambar, rencana dan skema Solar Turbines berikut spesifikasi rahasia yang melukiskan dimensi dan rincian produksi suku cadang Solar Turbines. Salah satu pelanggan utama Jack Shearer adalah pengusaha Iran yang mengoperasikan suatu bisnis kegiatan pemerantaraan suku cadang untuk minyak dan gas di Uppsala Swedia. Pelaku bisnis ini memesan berjuta-juta dolar pesanan suku cadang tiap tahunnya untuk aplikasi lading minyak.
Salah satu pemasok Tejas menolak untuk memproduksi suku cadang untuk Tejas karena mereka menemukan bahwa jenis roda gigi yang akan dibuat merupakan (HKI) milik Solar Turbines. Dua karyawan Solar Turbines, William Robert Humes dan Jack Edward serta Nafus juga telah dihukum bersalah menurut the Economic Espionage Act, dalam melakukan tindak pencurian untuk Jack Shearer, demikian pengacara negara Amerika Serikat Paul Coggins. Karyawan yang ketiga belum digugat.
Presiden Solar Turbines, Gary Stoup mengatakan bahwa perusahaannya melaporkan tindakan tersebut segera setelah ia menemukan rencana perusahaannya dicuri. Juru bicara perusahaan, Wendy Swanson mengatakan bahwa menajemen menerima “tip” sekitar setahun yang lalu dari suatu sumber yang tidak ingin disebutkan namanya.
Tiga perusahaan yang didirikan Jack Shearer juga dinyatakan bersalah telah bekerja sama mencuri rahasia dagang: Tejas Procurement Services, Tejas Compression Systems dan Procurement Solution International. Coggins mengatakan bahwa Jack Shearer memerintahkan karyawannya untuk meniadakan atau menghilangkan peringatan yang menyatakan bahwa rencana tersebut adalah milik Solar Turbines sebelum diserahkan ke pihak ketiga, di mana pemalsuan dibuat.

Semua terdakwa dihukum bersalah pada tanggal 9 Desember 1999. San Diego Union (14 Desember 1999) melaporkan bahwa pengacara negara Amerika Serikat, Paul E. Coggins, menyatakan bahwa ini adalah kasus EEA pertama di mana para terdakwa mengakui kesalahan yang dijatuhkan kepada mereka atas pencurian informasi rahasia dagang dan benar-benar memanfaatkan informasi yang dicuri untuk menghasilkan produk yang diperdagangkan secara komersial melewati batas bagian negara.
Pada tanggal 15 Juni 2000, Sidney A. Fitzwater, hakim distrik Amerika Serikat menghukum Jack Shearer dengan 54 bulan hukuman penjara dan memerintahkannya untuk membayar $ 7,655,155.00 sebagai ganti rugi. William Robert Humes dari Arlington Texas dihukum 27 bulan hukuman penjara dan diperintahkan membayar $ 3.8 juta untuk ganti kerugian. Nafus dihukum 21 bulan hukuman penjara, 3 tahun pembebasan bersyarat dan ganti kerugian sebesar $ 3,800,000.00.
Ketiga perusahaan yang didirikan oleh Jack Shearer dinyatakan bersalah dengan para perwakilannya yang ditunjuk, masing-masing yang dihukum lima tahun masa percobaan dan perintah untuk membayar $ 7,655,155.00 sebagai ganti kerugian. Hukuman yang dijatuhkan ini adalah hukuman terberat yang pernah dijatuhkan dalam Spionase Ekonomi di Amerika Serikat.
Di Amerika Serikat tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran rahasia dagang antara lain berupa tindakan perolehan rahasia dagang secara tidak patut, pengungkapan atau penggunaan rahasia dagang milik orang lain tanpa izin ataupun pada saat pengungkapan atau penggunaan rahasia dagang tersebut ia mengetahui dan patut menduga bahwa informasi itu telah diperoleh secara tidak patut, atau diperoleh dari pihak yang seharusnya berkewajiban memelihara rahasia dagang itu.
BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan atas informasi yang dirahasiakan diatur dalam lampiran 1C Agreement Establishing The World Trade Organization (the Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, including Trade in Counterfeit Goods), yaitu dalam pasal 39 Section 7 tentang Protection of Undisclosed Information.
Dari rumusan Pasal 39 ayat (1) TRIPs dapat kita ketahui bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 39 TRIPs ini diadakan dengan tujuan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan perlindungan atas persaingan usaha tidak sehat, yang diatur dalam Pasal 10bis Paris Convention (1967). Untuk keperluan penjaminan pelaksanaan perlindungan atas persaingan usaha tidak sehat inilah maka para anggota WTO diwajibkan untuk memberikan perlindungan atas informasi yang dirahasiakan tersebut, maupun atas data-data yang diserahkan kepada pemerintah atau agen pemerintah.

Lingkup perlindungan Rahasia Dagang menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat utama.

Sedangkan lingkup perlindungan Rahasia Dagang menurut Uniform Trade Secret Act (UTSA) bahwa Rahasia Dagang (trade secret) yang diartikan sebagai informasi, termasuk di dalamnya formula, pola, kompilasi, program, alat, metode, teknik, atau proses, yang:

a. memiliki nilai ekonomi yang berdiri sendiri, baik secara aktual maupun potensial, atau ketidakterbukaannya kepada umum (sifat rahasia), dan tidak secara umum atau dengan mudah diketahui dengan cara yang biasa oleh pihak lain, yang atas keterbukaan atau pemanfaatan informasi rahasia tersebut dapat memperoleh nilai ekonomis;
b. ada suatu upaya yang wajar untuk menjaga kerahasiaannya.

2. Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang disebutkan mekanisme penyelesaian sengketa berupa:

a) Gugatan ganti rugi; dan/atau
b) Penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Penyelesaian sengketa di bidang rahasia dagang dapat diajukan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri, namun demikian Pengadilan bukanlah satu-satunya jalan atau cara penyelesaian perkara berkaitan dengan rahasia dagang. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, maka penyelesaian perkara berkaitan dengan rahasia dagang dapat pula dilakukan melalui arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa (negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara-cara lain yang disepakati para pihak) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase.

Di negara common law seperti Amerika Serikat ada beberapa langkah-langkah hukum yang penting untuk dicermati, dalam hal yang berkaitan dengan pelanggaran rahasia dagang:
a) Putusan Sela Sementara dan Tetap
b) Ganti Rugi

B. Saran

Bahwa penulis memandang perlu bagi pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang guna mengakomodir perkembangan rahasia dagang berdasarkan beberapa pemikiran sebagai berikut:

1. Dapat mendorong masyarakat Indonesia untuk semakin memahami dan memandang perlu sistem perlindungan HKI, khususnya perlindungan terhadap rahasia dagang.

2. Dapat mendorong investor asing untuk melakukan investasi di Indonesia sehingga dapat meningkatkan perekonomian Indonesia. 

3. Dapat memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional dengan menciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat. 

Sehingga penulis berpendapat terhadap beberapa hal yang perlu diakomodir oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dalam menyikapi perkembangan rahasia dagang yakni sebagai berikut:

a. Perlu adanya penjelasan secara jelas berkaitan dengan lingkup perlindungan rahasia dagang.

b. Perlu adanya pengaturan mengenai pemilik rahasia dagang dan pemegang rahasia dagang secara jelas. 

c. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang jika terjadi pelanggaran rahasia dagang maka pengadilan yang berwenang menangani adalah Pengadilan Negeri. Menurut hemat penulis mungkin perlu dipertimbangkan kewenangan tersebut dialihkan menjadi kewenangan Pengadilan Niaga karena rahasia dagang merupakan aset bisnis.
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